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DENGAN REAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFAT SUMBAWA,

bahws dalam rangka menunjang perkembangan
pembangunan dan pertumbuhan perckonomian di
Kabupaten Sumbawa, diperlukan sistem lalu lintas
vang lancar, handal, selamat, tertib, aman, berdaya
puna dan berhasil guna;

bahwa  sebagai  tindak lanjut dengan  telah
diundangkannya Undang-Undang Nomer 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutsn Jalan dan
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Permnenintzhan Deaerah, telah dilakukan pembsgian
kewenangan dalam  wrusan pemerintahan  yang
mcliputi kewenangan antara Pemerintgh, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten fKota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huyryf b, periu
menetapkan Feraturan Dacrah tentang
Fenyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Pagal 18 ayat (6] Undeng-Undang Duasar Negara
Eepublik [ndrmegia Tahun 1045

UIndang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang
Pembentukan Daemh-daerah Tingkat [[ dalam
wilayah Daerah-daerah Tingkat | Baii, Nusa Tenegara
Burat dan Nusa Tetggara Timur [Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1958 Nemer 122,
Tambahan lLembaran HNegara Repubilik Indonesia
Nomor 1655),

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indeonesia Nomor 132);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan [(Lembuaran MNegara
Republik Indanesia Tahun 2009 Nomotr 26, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

ndaneg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nemor 244, Tambahsan
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Lembaran Megrra Republilk indoncesia Nomor 5587
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cip Kema (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20420 Homor 245 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 20086 tentang
Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 MNemor 36, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655];

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Mangjemen dan Fekayaga, Analizie Dampak serta
Manajernen Kebutuyhan Lalu Lints dan Anghutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2011 Nomor 61, Tambahan Lembaren MNegara
Republik Indonesia Nomor 5521) sebagaitmana telah
diubahh denpsn Peraturan Pemernntah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Perubabun atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta
Manajemen Kebutuhan Laly Lintas dan Angkutan
Jalan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 40, Tamhahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Nomaor 37 Tehun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indoneaian Tahun 2011 Nemeor 73,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 3229),;

Peraturan Pemerintah Nomoer 55 Tahun 2012 tentang
Kendarasn ([Lembaran WNegara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Repuddik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah
diuhah dengan Peraturgn Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Perubahan ates Peraturan
Pemerinteh  Nomor 32 Tahun 2011  tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analizsis Dampak serts
Mansjemen Kebutnhan Lalu Lintae dan Angkutan
Jalan [Lemberan Negara Republik lndonesin Tahun
20021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 6642);

Peraturan Pemerintah Memer 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendarasan Bermotor di Jalan
dan Perindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan
Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomer 187, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Noemor 5346);

Peraluran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Janogan Lalu Lintas dan Angkutan Jalgn [Lembaran
Negara Kepublik Indonesia Tahun 2013 Nomer 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Itulonesia
Nomor o468) sebagaimana telah diuhah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 (entang
Ferubahen atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tatun 2011 tentang Manajemen dan Rekavasa,
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Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Nepara
Republik [ndonesia Tahun 2021 Homor 40, Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 66472);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Anpkutan Jalan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor 3594)
sebagaimana telah  divbah dengan Peraturan
Pemerintah Nornor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peratvran Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manmjernen dan Rekayasa, Analisis Dampak
serta Manajernen  Kebutuhan Lalu  Lintas  dan
Angkutan  Jalan (Lembaran MNegara Republik
Indonesia  Tahun 2021 Nomor 40, Tambshan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Momor 6642);

Feraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 21 tentang Manajemen dan Rekayasa,
Analisis Dampak zerta Mangjemen Kebiutuhan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomeor 664 2);

Peraturan Menteri Perthubungan Nomar PM 13 Tahun
2014 tentang Rambu Lalu Lintas {Berita Nepzra
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomaor PM 34 Tahun
2014 rentang Marka Jalan {Berita Negara Ecpublik
Indoneaia Tahun 2014 Nomor 1244] sebagpimama
telah divbah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Ferubahan atas
Peraturan Menieri Perhubungan Momor PM 34 Tahun
2014 tentang Marka. Jalan {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 908),

[’eraturan Menten Perbubungan Nomor PM 49 Tahuno
2014 tentang Alat Pemberi [syarat Lalu Lintas [Berita
Negara Republik indoncaia Tahun 2014 Nomor 1392];

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor FM 75 Tahun
2015 tentang Penyelenpgaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas {Berita Negara Kepublik Indoneaia Tahun 2015
Nomor 570

Feraturan Menteri Perhubungan Nomor FM 133
Tahun 2015 lentang Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomer 1296;

Gengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Menetapkan

X WA

dan
BUPATI SIJMBAWA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAHN TENTANG PENYELENGGARAAN
LALLT LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,
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Caerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemenntah  Daerah  adalah Bupati =ebagai unsur penvelenggara
Fernevintahun  Daersh yang memimpin  pelaksanaan urisan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumbawe,

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan  Dewsn
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengparasn urusan Pemerintahan
yang merjadi kewenangan Dastzh,

Dinas adalah Dhinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa,
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa.

Penyelenggare Jalan adalah Permngkat Daerah Kahupaten Sumbawa
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnye disingkat LLAJ adalab
safu kesatuan sistem yang terdini atas Lalu Lintas, Angklutan Jalan,
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 1rasarana Lalu Lintas dan
Angkuian  Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Iengguna Jalan, serta
pergelelaannya.

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang i Ruang Lalu Lintas
Jalan.

Angkutan adalah perpindahan orang danfatau barang dar suatu tempat
ke tempat lain dengan mengpunakan kendaraan di Fuang Lalu Lintas
Jalan

Jalan adalab prasarana transportasm darat yang msliput asegala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya vang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah,
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah danfalau air, serta
di atas perinukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jaian kabel,

Jatan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi laly lintas uimuer.

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan vang selanjutnya disebut
Jaringan LLAJ adalah serangkeian simpul dan fatau ruang kegiatan vang
sating terhubungkan untuk penyelengparaan lalu lintaz dan angluian
jalan,

Sumpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmeoda
dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuben laut,
pelabiahan sungai dan danan, datfatau bandar udara.

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan .Jalan yang selanjutnya disebut
I'rasarana LILAJ adalah Tuang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan
jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Jlalu lintas, alat
penpgendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan
pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana vang diperuntuklaan hag
gerak pindeh kendaraan, orang, danfatau barang yvang berupa jalan dan
fagilitas pendukung.
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Fuang Milik Jalan adatah bagian-hagian jalan vang meliputi bahu Jalar,
badan julan, trowgar dan part

Tretoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnys sejajar dengan jalan
dan lebih tinggl dan permukaan perkerasan falan untuk menjamin
keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

Terminal tipe C adaleh tempar berkumpulnya angkutan penuinpang
arntar kota danfatan podesaan.

Penyelenggara Terminal adalah Unil Pelaksana Pengoptrasian Terminat
Type C,

Kendaragn adalsh gyatu sarana anghut di jalan vang terdid atas
kendaraan bermmotor dan kendaraan lidak bermotor.

Kendaraan Bermotor sdalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralalan mekanik herupa mesin selain kendarazn yang berjalan di atas
rel,

Kendaraan Bermotor Umnum adalah setiap kendaraan bermotor yang
digunakan Untuk angkutan orang dan/alau barang dengan dipungut
bayaran baik langsung tmaupun tidak langsung,

Sepeda Motor adalah ketylarasn bermotor Beroda dua dengan atau tanpa
rumah-rumah dan dengan atair tanpa kereta samping atau kendaraan
bermotor beroda tiga tanpa rumah-rmeh,

Perparkiran adalah satu kesatuan sistem yang berkaitan demgan
peniyelenggaraan parkir.

Parkir adalah keadaan kendataan berhenti atan bdak bergerak untuk
bBeberapa saat dan ditinggalkan pengemiditya.

Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak Dergerak untuk sementara
dan tidak ditinggalkan pengermudinya.

Tempat Parkir adalah tempat berhentinya kendamman di lokasi yang
ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atan i badan jalan termasuk
tempat parkar tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secacs
tetap atau rutin di lekasi yang sama atau tempat di luar badan jalan
yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi ternpat khisus
parkit, dan tempat penilipan kendaraan yang memungut sejumlah biava,

Tempat Parlar di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir di tepi jalan
umum yang ditentukan cleh Eupad sebagai tectpat parldr kendaraan.

Tempat khusus Parkir adalah tempat yang secars khusua disediakan,
dimiliki danfatan  dikelols oleh Pemerintah Daerah atan  badan
usaha/perorangan yang meliputi pelataran/lingkungan parldr, taman
parkir dan pedung parldr,

Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan adalabh tempat paridr yang
dimilila dan dikelola oleh Orang/Badan.

Tempat  Parkir Tidak Tetap adalah tempat-tempat parkic  yang
diselenggarakan pada tempat dan wakhy yang tidak tetap, karena adanya
suatu kepentingan dan/atau keramaian, balk yang menggunakan
fagilitas umum maupur fsilitas pribadi.

Pelugas Parkir adalah omang yang dipekerjakan oleh penvelenggara
lempat parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkie.

Juru Parldr adalah orang yvang ditugaskan puda tcmpat parkic di tepi
Jalan umum berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Bupati melalui
Kepala Dinas.
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- Pembantu Juru Parkir adalab orang yang membantu tugas juru parkir ¢

lepi jalan wmum.

Rammbu Parlar adalah bagian perlengkapan parkiv berupa lambang, huruf,
angha, kalimat dan/faiau perpaduan yang berfungsi sebapai peringatan,
perintah, larangan atau petunjuk bagi penpgguna jasa parkdr.

Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan aiau di
atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang memberiyk gurs
membujur, gariz melintang, garis serong scrte lambang yeng herfungsi
untuk membantu dan memudahkan kepentingat pengguna jasa parleir.

Pelak Parldr adalah bagian-bagien dan tempat pardr untuk memarkie
kendaraan yang ditandal dengan marka parkir,

Izin Usaha Parkir adalah izin yang dibetikan oleh Bupal atau pejaluat
yang ditunjuk kepada ¢tang atau badan untuk mengusahakan atay
mengoperasikan usaha Tempat Parkir Khusus yang dimiliki cleh orang
atau hacian,

Pimpinan Usaha Tempat Parkir Khmsus adalsh orang yYang
bertanggungiawab atas pengusahaan tempat parldr khusus yvang dimiliki
oleh orang atau badan.

Pajak Parkir adalah pajek atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik yang disedigkan berkaitan dengan pokok uszzha
maupun yang disediakan sebagai sustu usaha, termasuk penyediaan
rempal penitipan kendargan bermotor.

Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa
pelayanen parkir bagi kendaraan angkutan oreng alait barang yang
memanlaatkan pardr di Tepi Jalan Umum atau Tempat Khusus Parkir.

Kareis Parkir adalah tanda bukt pembayaran retribusi parkir yang
dilteluarkan oieh Femerintah Dacrah.

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlenpkepan Jalan yang berupa
lambeng, huruf, angka, kalimat dan/atan perpadusn vang berfungsi
sebagai pertngatan, larangsn, perntah atau petunjuk bagi Pengguna
Jalan,

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukuan Jalan atau
di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda vang
membentik  garis membujur, gans melintang, garic serong, =erta
lambang yang berfungsi untuk mengarahkan aras Lalu Lintas dan
membates daerah kepentingan Lalu Lintas.

Fengguna Jalan adalah crang yatg meoggunakan Jalen untuk herlalu
Lintas.

I'erusahaan Anpkutan Umum adalgh badan hukum yvang menvediakan
jaza angkutan crang den/atau barang dengen kendaraan bermotor
Uiy in.

Fenpgemudi adalah orang vang mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan yang teleh memiliki Surat [zin Mengemudi.

Manajemen dan Rekayasa Latu Lintas adalah serangkaisn usaha dan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pEmAsanget,
pengaturan, dan pemelibaraan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka
mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalulintas,

keamanan [alu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari EATIZELIAN
perbuatan melawan hukum, dai/atau msa takut dalam berlalislintas,
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Heselamatan Laln Lintaa dan Anpkutan Jalan adalah suatu keadran
terhindarnya setiap orang dan risiko kecelaksan selama berlalu lintas
vang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan fatay lingkungan.

2. Kendarean Tidak Bermotor adalash kendarsan yenpg diperakkan oleh
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tenage orang atau hewan.

Mebil Penumpang adalab setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tdak termasulk tempat
duduk pengemudi, baik dengen maupun tanpa perlengkapan
peigangkutan bagaa,

Mobil bus adalah setap kendaraan bermotor yeng dilengkapi lebih dari 8
{delapan} tempal duduk tidak termasuk tempat duduk peogemudi, baik

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagas:.
Mohil Barang edalal sotinp kendaraan bermotor selain sepeda motor,
mobkil penumpang, motal birs, dan kendaraan khusus.

Kendarsan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dar pada
kendaraan  Dermotor untuk barmng, yanp pengpunaannya  untuk
keperluan khusns atau mengangkut barang-barang khusus.

Jaringan Lalu Lintas adalah kumpulan dan lalu lintas yang menjadi satu
kesatuan jatingan pelavanan angkutan barang,

Anglaulan Anlar Keta Antar Propinm yang sslanjutnya disebut AKAP
adalah angkutan dan satu kota ke kota lain vang melalul antar daerah
kabupaten/kota pads letih dard satu dasrah propinsi dengan
menggunakan mabil bus wmwm yang terikat dalam trayek.

Angkulan Antar Kota Dalarm Propinsi yang selanjutnyas disebut AKDP
adalah angkutan dari satu kota ke kota Tain vang melalui antar daerah
kabupaten fkota dalam satu daerah propins dengan menggunakan molbil
bus umarm yang terikat dalam trayek.

Angkutan kota adalah angkutan dan satu tempat Ke tempat lain dalam
aarl daersh kota atau wilayah ibu kota kabupaten dengan mengguinakan
mobil bus umum atau mohl penumpeng umum yang tenkat dalam
trayek:.

Angkutan Perbatazsan adalah angkutan kata atau angkutan perdeanan
yarng memesuki wilavah Kecammaten yvang berbatasan langsung pada
kabupaten atau kota laitttiya bailr vang melalai satu propinsi maupun
letal: dan saty propnst.

Angkutan Khusus adalah snpkutan yanog mempunyal asal danfatawn
tjuan lewp, vang malavarr antar jemput penlimpang Geount, anfar
JEmpul Raryawan, permukiman, dan simpul yang berbeda.

Angloutan  Sewa  adalah  angkutan  dengan  menggunakan  mobil
PCTIUMPEIIRE UINUM yang melayanl angkutean dan pintu ke pintu, dengan
atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yeng bdole terbatas,

Anglkutan Parwigata adalah angkutan dengan rmengpunskan mobil bus
umum yvang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperfuan
pariwigata atau Kepethiaty lain diluar pelayanan anghiucan dalam trayek,
aeperti untuk Kepetluan keluarga dan sosial laannya,

Delman, Bendi, Dokar algu dengan twma ladn adalah  angkdian
penumpang kendarsnn tidek bermotor yvane ditarik dengen tenags kuda.

Travek sadalab lintasan kenderzaan wnoum  untuk pelayanan  jasa
anghkutan orang dengan molnl bus, yang mempunyal azal dan twjuan
petjalatan tetap dan jadwal tetap meaupun tidak terjadwal,
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lmn Trayek adalah izin yang diberikan kepada sescorang atau badan
yang memiliki kendaraanm untuk kegiatan pengangkutan penumpang
dalam trayek tertentu.

lzin Usaha Angkutan Orang dan Barang adalah izin yvang diberikan
kepada seseorang atau badan yang memiliki kendaraan untuk kegiatan
pengangkutan orang dan barang 4i jalan dengan kendammesan umum dan
bukan wmum.

Jarnmgan Trayek adaleh kumpulan dar trayck-trayek yang menjadi saru
kesatuan janngan pelayanan angkiitan orang.

Fagilitas Parkir adalah lokasi yang ditentuksn sebagai tempat
pemberhentan  kendarsan  yang tSdak bersifat sementara  untuk
melakiuken kematan pada suamn kurun waktu,

Ternpat Parkir Umum adalabh tempat yang disediakan untuk umum
meliputi baden jalan, halaman pertoloan, obyek wisata dan pelataran
lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah
Kabupatensebagal [asilitas umum untuk parkic.

Farlir pada Badan Jalan adalah [on street parking) adalah fasilitas uniuk
parkar kendaraan dengan menggunaken scbagian hadan jalan.

Fasililas Parkir Diluar Badan Jalan adalah (off strest parking) adalah
fasilitas unmuk purkir kendaraan yang dibuat khusus vang dapat berupa
taman parkir danfatau gedung parkir vang eelanjuinya disshut fasilitas
parkir khusus untuk zmum,

Tempat Khusus Farkir adalah tempat vang secara khusus digediakan,
dimiliki dan/atas dikelola oleh Pemerintzh Daerah vang meliputi
pelataran/lingkungan parldr, taman parkir dan/atau gedung parkir den
SEjeISNYE.

Satuan Ruang Parldr yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran
lias efektif untuk meletakkan kendaraan {mobil penrumpang, s/ truek,
alau stpeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu, dan
urituk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SEP adalsh 3RP unick
tmokil peoumpans.

Fetugas Pengawasan Parkir adolah petugas Dinas  Perhubungan
Kabupaten Sumbawa yang diberi tugas melaksanakan pengawasan dan
penataan kaweasan perpakiran dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.

Juru Parkir adalah petugas yang mencpunaksn seragam jury peckir
yang mengalur secara langsung kendarasn vang diparkiv dan memungut
retribusi parkir dari pengguna jasa parkir.

Penguji adelab petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki
kewenangan dan tanda kualifikasi teknie dar Direlgur  Jenderal
I'erhubungan Darat,

Fengujian Kendarasn adalah ssrangkaian kegiatan mengyji dan/atau
memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap
perayaratan telkmia dan laik jalan.

Fengujian Ferkala Kendaraan Bermotor vang selanjutnyva dischut uji
berkala adalah pengufian kendaraan bermotor vang dilalukan sceara
berkala tethadap setisp kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan khusns,

Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang
haruz dipenuhi sgar terjaminnys kesslamatan dan mencegah tegadinya
pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waltu dioperazikan
di jalan.
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Mutasi Pengujian adalah perundahan domisili wilayah pengujian, baik
keluar Daerah dan/atan masuk Dacrah.

Hasil Uji adalah keterangan tertulis hasil pengujian suatu kendaraan
vang dilak=anakan oleh penguji kendaraan bermotor yang berwenang
melaksanakan serangkaian kegintan pengujian teknis kendaraon.,

Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala barbentuk karlu piniar
atau bentuk fain yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap
kendaraan bermotor kercta gendengan, kereta tempelan dan/atau
kendaraan khusus yang benmtuknya seragam dan berlaku di ssluruh
Indoncsia.

Tanda Ujl adalah tanda bulkti lulus uji berkela berbentuk aviclker yang
berim data dan legitimasi hasil pengujian sstiap kendaraan Ietmotor
kereta gandengan, kersta tempelan dan/atau kendaraan khusus yang
bentuknya seragam dan berlaku di seturuh Indoneaia.

Trayek Tetap dan Teratur adalab pelayanan angkutan vang dilakukan
dalam jaringan wayek secara etap dan teratur, dengan jadwal tetap atau
tidak berjadwal.

Rambu Lalu Lintas adalab begian perlengkapan jalan yang berupa
lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi
acbegal peringaten, larangat, perntsh, etau petunjuk bagi pengautia
jalan

Alat Pemben [syarat Lalu Lintas vang selanjutnya disinghai APILL adaiah
perangkat elektromik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat
dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintes omng
dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Marka -Jalan adalah suatu tandsa yang berada dipermukaan jalan atauw di
alas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau  tanda  yvang
membentuk garis membujor, gans melintang, garis scrong, scria
lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lnea dan
metnbatag daerah kepentingan lalu lintas,

Nadan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang metupakan
kesgtuan yvang melipufl perseroan terbatas, perserpan  komanditer,
perseroan lainnya, badan usahe milik negara atan daerah dengan nama
dan dalam bentuk apepun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi sejenis lembaga,
benituk usaha dan bentuk badan usaha lainnya.

Permeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakulan oleh petugas
pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tdak
hermator mengenal pememyhan persyaratan teknis dan laik jalan serta
terhadap pelangsaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminsi.

Pemerikaa adalah IPegawai Negeri Sipil yang memilikd kualifitcasi tertentn
{1 bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yvang selanjutnya disingkat FPNS adalah
Pegawaj Negeri Siml tertentu di lingkungan Pemerintah Habupaten
Sumbawa yang diberi wewenang khusus oleh Undang-UUndang untuk
melakukan penyidikan terbadap pelanggaran Peraluran Daerah Vang
memuat ketentuan pidana,
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Fazal Z

Penyelenegaraan LLAJ di Daerah diselenggarakan dengan tujuan:

=.

terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan
terpadu dengan meda anglutan lain untuk mendorong perekonomian dan
pengembangan wilayah di Daerah;

terwujudnya etika berlalu lintas di kalangan masyarakal, dan

terwujudnya penegaksn hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat
dalam Penyelenggaraan LLA.

BAR 11
KEWENANGATN

Pasal 3

Dalam penyelenpgaraan LLAJ, Daerah mempunyal Wewenang :

A.

=

e -

oo

rmeryusun dan menetapkan Eencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
menyediakan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten:

melaksanakan pengelolaan terminal peimpang type C;

menerbilkan izin penyelenggarasn dan pembangunan fasilitas patrlar
melaksanekkan petipuian kendaraan bermotor;

melaksanakan manjemen dan rekavasa laly lintag untuk jaringan Jalan
Kabupaten:

persetijuan hasil analisis dampak lalu lmes untuk Jatan Kabupaten;
melakukan audit dan inwpeksi keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten;

menyediakan angkuian umum untok jasa angkwlan crang dan/atau
barang dalam Dasrah;

menetapkan kawasan perkotasn untuk pelayanan anghulan perkotaan
dalam Daerah:

menetapkan rencana umum janngan trayek perkotaan dalam Dacrsh;

menetapkan  rencand umum  jaringan  trayek perdesaan yang
menghubungkan dalam Datrah;

menetapkan wilayah operasi angkutan orang detngan menggunakan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Nasrah;

menerbitkan  ixin  penyelenpparaan  angkuran orang dalam  trayek
pendesaan dan perkotann dalam Daerah;

menerbitkan izin penyelengparaan taksi dan angkulan kawasan tertentu
yang wilayah operasitnya berada dalam Daerah; dan

menetapkan tarif kelas ekotomi untuk angkutan grang vang melavani
rayek antarkota dalam Daerah serta anghutan perkotaan den perdesaan
vang wilayah pelayvanannya dalam Daerah.
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BAR IIl
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGEUTAN JALAN

Begian Kesaty
Rencana Induk Jaringan Lalyg Linlgs dan Angkutan Jalan
Paaal 4

(1} Pemerintah  Dagrah  mengembangken  Jaringan  LLAJ  untuk
menghubunglan semua wilayeh daratan di Daergh,

(2} Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pade Rencana Induk Jaringan LLA! Kabupaten sesumi
dengan kebuiuhan,

(3] Hencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] merupakan arahan dan pedoman untuk :

a. pengembangan Juringan LLAJ Kabupaten:

b. integrasi antar dan inta moda transportasi tinglat kabupater;
€. penyusunsn réeneana umum LLAN Kabupaten;

d. penyusunan rencata umwm janngan Jalan Eabupaten;

€. PEMYUSUTIAR rencana Utnum jaringan trayek angkutan perkotaan
dan/fatsn perdesaan;

. penyusunan rencana umum jaringan lintag anglkutan barane,
E. pembangunan simpul; dan
h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Kabupaten.

{4 Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten disusun  denpan
mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala
Daerah.

Famal 5
(11 Rencana Induk Jaringan L.LAJ Kabupaten meliputi :
&, rencansa [nduk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk antarkota dalam

Daerak;

b rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten untuk petlotaan dalam
Daerah;

. rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten untul perdesaan dalam
Daersh;

(2] Rencana Induk Janngan LLAJ Kabupaten memuoat:

a. prakirean perpindaban orang dan/atan barang menurut asal tejuan
perfalanan dalam Dasrah:

b. arash dan kebijfakan peranan LLAJ Kabuparen dalam keseluruhan
mala ransporiasi;

e, rencang lokasi dan kebutuhan simpul; dan
d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Jalan Kabupalen.

{3} Penyusuman Rencana Induk Jarngan LLAJ Kabupaten scbagmimans
dimakzud dalam Pasal 4 ayat (2], dilakukan oleh Dinag.

4] Penyusutian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagzimana
dimaksud pada ayat (3] dilakukan dengan memperhatikan

a. dokumen rérncansa tata rang wilayah nasional;
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dokimen rencana tata Miang wilayvah provinsi:

c. dokumen rencana tata miang wilayah kabupaten;

d. dokumen rencana pembanglnan jangka panjang dacrah;
e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional:

. dolkumen rencana induk nagiongl bandar udara:

g dokumen rencana induk Jatingan LLAJ nasional; dan

h. dokumen rencana induk Jaringan LLA) provinsi.

(3] Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (3], ditetapkan dengan Peraturan Bupati selelah  mendapat
pertimbangan Gubernur dan Menter,

(&) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayal (3] berlaku selama kurun waktu 20 [dua puluh] tahun dan dievaluasi
aecara berhala paling sedikic | (satu) kali daiam 3 ilima) tehun.

Baginn Kedua
Perlengkapan Jalan

Pagal 6

(1) Jalan dilengkapi dengan petlengkapan jalan.

(2) Setiap jelan yang digunakan uniuk lalu lntas umum wajib dilengkapi
dengan perlengkapan jalan berpa:

a, mamby lalu lintas;

marka jalan;

alal petnberi isyarat ialhy lintas;

alat penerangzn jalan;

alat pengendali dan pengarnan pengguna jalan;

alat pengawasat: dan pengamanan jalan;

faailitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan

. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar
badan jalan,
(3} Penyediaan danfatau pemeliharasn petlengkapan Jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] diselenggarakan cleh Pemenintah Daerah unituk
Jalan Kabuparen dan jalan des=a.

(+] Penyediaan danfatau pemeliharaan periengkapan Jatan sebagairnana
dimakszud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesun dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.

(5} Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatlan

gangguan pade fungsi perlengkapan Jalan sshegaimana dimaksud pada
avat (1].

R - =

Paanl T

(1] Penentuan lokas, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan,
penghapuszan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesugi dengan
peruntukan.

(2} Penentuan lokasi, pengadasn, dan pemassngan perlengkapan jalan
sehagaimana dimaksud pada avat (1] dilakukan berdasarkan hasil
analisiz mangjemen dan rekayasa lalu Lintas.
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(3] Penentuan lokasi, pengadaan, pemasanegan, pemeliharaan, perbaikan,
penighapusan, dan pengawaaan perlengkapan  jalan  sehagaimans
dimaksud pada ayat (1) dilakukan cleh Bupati untuk Jalan Kabupeten
dan jalan desa.

(4} Petrentiian lokasi dan pemasangan bangunan dan/ataul I‘aailimg YANZ
hukan termasuk perlengkepan jalan di Ruang Milik Jalan dilarang
menggangeyu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan.

[S) Tata cara penentuan lokasi tlan pemasangan bangunan danfatau fasilitas
yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] dilakukar sesuai derngan ketentuan peraturan perundang-
undanparn.

Hagan Ketiga
Penyvelenparaan Terminal

Paragraf 1
Utnum

Pasal 8

{1] Untuk menunjang kelancavan perpindahan orang danfatan barang secta
kelerpaduan  intramods dan ectarmoda di tempat  ertentu,  dapat
dibangun dan diselenggarakan Terminal.

{2] Termiinal =cbageimans dimaksud pada avat [l) berupa Terminal
Penumpang dan/atau Terminal Barang.

(3] Terminal Penumpang dan/afan Terminal Barang sebagaimang dimaksud
pada ayat (3] merupakan bagian dan Simpul Jarmgan LLA] sebagas
perwyjudan dari Rencana Induk Jaringan LLALY.

Pasal 9

(1) Setiap Kenderaan Angkutan Penumpang Umum (AKAP, AKDP, angkutan
perkotazn dan angkutan pedesaan) dalam trayek yang bertujuan ke lhu

Kota Kabupaten wajib masuk, menaikkan dan menurankan potumpang
di terrminal.
{2] Betiap Kendaraan Angkuian Penumpung Umum (AKAP, AKDF, angkutan

perkotaan dan angkutan pedespan) dalam irayek vang melintasi I Kota
Kabupaten wajib masuk di terminal.

(3] Sedap kendaraan penumpang umum  dilarang  menaikkan  dan
menurunkan penumpang ditempat yang dilarang,

(4] Setiap kendarsan penumpang umum  dilarang  membuat  terminal
bayangan.

(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai kemdaraan anglkutan penumpang umum
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pagal 10

Setiap Kendaraan Anghkutan Petumpang Umum dalam trayek sebagaimana
dimaksud dalam Pesal 9 dilarang toermasuld Pusat Kota Pemenntah
kabupaten kecuali Angkutan Kota, Anghutan Pariwisate dan Angkutan yang
mendapatkan izin dari Bupati atas rekomendas Dinas,

YL
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Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pazal 11

(1] Untuk mengatur kedatangan dan  keberangkatan, menaiklkan dan
menurunkan crang, esrta perpindahan meda angkutan yang terpadu dan
pengawasan angluian digglenggarakan Temmingl Penumpang,

(2] Penstapan lokasai Terminal Penumpang harus memperhatikan Rencena
Kebutuhan Simpul Terminal,

(3 Hencana Kebutuhan Simpul Terminal webagaimana dimaksud pada avat
(2) chtetapkan oleh Bupati untuk Rencana Kebutuhan Simpul Terminal
Penumpang Type C.

(4} Tata cara dan kriteria petetapan lokasi terminal dan Rencana Kelmltuhan
aimpul terminal penumpang scbagaimana dimaksud pada ayat {2) dan
ayat (3} dilakukan sesupi dengan ketentuan peraturan perundang-
undengan.

Paragraf 3
Fengoperasiatl Terminal Type C
Paaal 12
{11 Pengoperasian Terminal Type C melipud kegiatan:
4, perencanaan;
b, pelaksansan; dan
¢, pengawaszan Operasgional Terminal Type C.

(2) Keglatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurod a
meliputi rencana:

a. pohatasn faeilitas utama dan fagilitas penunjang,;

Iy, pengaturan lalu lintas di lingkungan kegadan daerah penpgawasan
terminal;

¢. pengaturen kedatangan dan  keberangkatan kendaraan  bertootor
LU

pengaturan petugas di terminal;

petngaturen paridr keodaraan;

penyajian daftar rute perjalanan dan tarf angkutan;
penalaan pelataran terminal menurit fute atau juruasn; dan

®mop oA

h. penyusunan jadwal perjalanan herdasarkan kartu pengawasan.

(3} Kepiatan pelaksunaan sebagaimang dimaksud dalam pada ayat (I} humf
b meliputi keglatatn:

a. pelaksanaan kegatan perencattaan sebagaimana dimeksud pada avat
(1.
b. pendataan kinerja terminal, meliput:

1] pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang dating dan
berangkat;

2] pencatatan  waktu kedatangan dan  kebsrangkatan  setiap
kendaragn etmotor umum:

3} pencatatan jumiah pelanggaran; dan
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4] pencatatan falttor muat kendaraan.
c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Fenumpang;

d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendarsan umum  lkepada
penumpang dan informasi lainnya; dan

e, pengaturan arys lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan
daerah pengawasat tertminal,

{4] kegiatan perencanaan dan kegiatan peinksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badean
usaha milik daerah, bagdan usaha rnilik desa, dan/atau awasiza,

(2] Eegiatan penpawasan sebagsimana dimaksud pade ayat (1) hunuf c
meliputi;
3. Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:

1] kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku,
kesesuaian jam perjalanan den asal tujusnperjelanan;

Z) dokumen perizingn kendarsan yvang digantikan jika Kendaraan
cadangan;

J) kartu uji  keodlaraan terhadap Lkeabsahan, masa beriaku,
peruntulean; dan

4} pemeriksaan manifes penumpang techadap jumlah penumpang.
b, pemeriksaan fiaik kendaran bermotor umum, meliputi:
1} persyaratan telnis dan laik jalan;
2] iamhtas tangpap darural kendaraan bermotor umum;
3] fazilitas penyandang cacat, manusia uszsia lanjut, anak-anal:, dan
wanite hamil; dan
4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau
papan trayek, dan jenis pelayanan.
v pemeriksuan awak kendaraan bermotor umum, melipub:
1} pemcrksaan tanda pengenal dan scragam;
2] pemernikeaan narkotika, peikotroplka dan zat aditif (NAPZA];
3] pemerikeian kondisi kezehatan dan hsik; dan
4| jam kema pengemudi
4. pengawasan ketertiban terminal, meliputi:
1] permanfaatan fasilitas ctama (errpinal;
2] petuanfaatan fasilitas penunjangterminal;
3] kerertiban dan kebersihan fagilitas wmum; dan
4] keamanarn i dalam terminal,

Paragraf 4
Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas Terminal Type C
Pasal 13

{1} Penyelenggara Terminal Penumpang Type C wajib menyediakan fasititas
terminal yang memenuhi persvaratan keselamatan dan kesmanan.

(2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksod pada ayat (1) terdin atas:
a, fasilitas utama; dan
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b latalitas penunjang.

I-3) Fasilitas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 8 terdin atae:
a. Jalur keberangkatan kendaraan,

jalur kedatangan kendaraan;

4

TUATE tUTIEEU penumpang, pengantar dan/atau perjempirt;
tempat parkir kendaraan;

Famhitas pengclolaan lingkungan hidup {uwastemanagement);
petletnpkapan jalan;

fasilitas pengplinaan teknologi;

Fom oMo o@n

media informansi;

i. penanganan pengernudi;
relayanan pengguna terminal dari perusabaan hus (cestomer service);

=

fasilitas pengawaszan keselamatan:
jalur kedatangan penumpang;

- niang lunggu keberangkatan (boarding);
Tuang pembelian tiket;

—

ruang pembelian liket untuk bersama;
outlet pembelian ket secarn online [single mutlet Hekeling anline);
ruaal iformasi (nformation Centey;

S8 w0 oA g

papan peramibuan dalam terminal (Signagek
papan pengumiuman;

layanan bagasi (Lost and Found);

rhang penitipan harang {lockers);

tempat berkumpul darutrat (Assembly Pofnt): dan
w. jalur evaknzsi hencana dalamterminal.

2 £ orrom

{4) Fasilitar Penunjang sebagaimana dimakaud pada ayat (2) l'liurul' b
terdiriatag:
a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;

fasilitas keamanan [cftecking pointf metoldetectarf CCTV):

fasilitas pelayanan Keamanan;

fasilitas istirahat awak kendaraan;

fazilitas ramp cfuweck;

fasihtas pengendapan kendaraan;

& o o

fasilitas bengkel vang diperuntukksn hagi operasional bus;
faeilitas kesehatan:
fasilitas peribadatan;
]. tempat transit penumpang (hafl);
k. alat pemadam kebakaran; dan/atan
1 faslitey umum.
(3) Fagilitas ummum acbhagaimana dimeksud pada ayat [4) huruf 1 meliputi:
a. toilet;
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lazilites park andride;

terpat isticahat awak kendaraan;

lasililas peredulcsi pencemaran Udara dan kebisingan;
asilitas pomantau kualitas udara dan gas buang;
lasilitas kebersihan, perawatar terminal dan jeritor;
fasilitas perhaikan ringan lendarganumurn;

famhitas perdagangan, pertokoan, kantdnpengemudi;
area tnerokoig;

FRm oMo oan g

fasilitas restoran;
fagilitas Amjungan Tunai Mandiri [ATM):
fasilitas pengantar barang (trofley dan tenaga anglout);

. fasilllas telekomunikasi dan area dengan jarngan internet;

— r_h..

fagilitas penginapar;
lazilitaxz keamanarn;

ruang anak-anak;

L

media pengaduan layanan; dan fetau
r. fasilitas ymum lainnya sesuai kebuiuhan.

(&} Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaitnana dimaksud pada ayat [4)
diseanaikan dengan kebutuhan Terminal Type C,

(¥] Dalam [asilitas terminal sebapgaimana dimaleoud pada ayat (1) harus
teraedia tempat utituk usphs rmire dan kecil  paling sedikat 30% (tHga
pulub pergen) dan Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan vsaba mikro
dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuban denpan mermnperhatikan
petrsyaratan keselamatan dan keamanan.

Pasal 14

{1) Fenyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal
seaual dengan atandar pelavanan vang ditetapkan.

i2) Pelayanan jasa Terminal sebagaimena dimaksud pada ayat [1) meliputs
pelayanan peoyedizan tempat parkir uniuk kendarean pooumpang dan
bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fosilitas lainnya di lingkungan
terminal.

i3} Pemanfaatan jasa pelayvanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berupa pemanfaalan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Tertminal
dipungut retribilg Terminal.

(4] Pernungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
dilaksanakan scsuai dengan keteniuan Peraturan Daerak tentang
Retribuasi Jasa Usaha,

Paragraf 5
Daerah Linglungan Kerja dan Daerah Pengawasan Tettrinal
Pasal 15

(1) Daerah lingkungan kega Terminal meripakan  daerah  yang
diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimane dimaksud dalam
FPasal 13 ayat [2).

(2} Pengaturan den pemanfaatan daerabh  bHngkungan kega Terminal
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(€]

(3]

(1)
{2)

i3}

sebagaimana  dimaksud pada ayat (1] memjadi  tanggung  jewab
Penyelenggara Terminal.

Dacrah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilselola oleh Pemerintah Duerah dan digumakan untuk pelaksanaan
pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Pasal L&

Daerah pengawasan Terrunal merupakan daerah di luar  dacrah
lingkungan kerja Terminal sebagaimane dimaksud dalam Pasal 15 ayat
£1), yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran aras lalu lintas
sekilar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.

kelancarsan arus lahy Jintas sebagaimana dimaksud pada  aval (1)
dilakulkan melalui manajernen dan rekayasa lalu lintas.

Manajemen dan rekayasa 1alu linlas sebagaimana dimaksud pada avat {2
berpetdoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf &
Lamngan
Pasal 17
Setiap orang dilarang bertempat tinggal / menetap & Terminal.

Helinp orang yang menggunakan =epeda motor yang berprofesi sebagai
ojek dilurang mengambil penumpang dalam terminal.

Setiap orang dilarang menjadi ¢alo, pengemis, peminta sumbangan,
pemulung, hegudi, minum-minuman keras dan melakukan tindakan
asusila di kawasan terminal.

Fasal I8

Uniuk menjaga/memelibara dan menciptakan kebersihan duan keindahan,
setiap erang dan/atau badan dilarang:

a.

b
€,
d

menehang pohon pelindung, merusak tuman dan praserana lainnye;
membuang air besar dan kecil hukan pada tempatnya,
tnembluang sampah bukan pada termpatnya;

- membuang/memasukkan sampah yang membahayakan dan menggangeu

lingkungan ke delam tempat sampah;

membakar sampah di lingkungan terminal yang dapat mengalkibatkan
pencemeran lingkungan; dan

Memasang. menulis, mencorel-coret atau mengotori, menempel atau
menggantungkan benda-benda pada dinding pegar terminal! dan fasilitas
terminal laanya.

Paragraf 7
Femeliharaan Terminal Type C

FPasal 19

(1} lenyelengpara Terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.

[2]

Perneltharaen schagaimana dimaksud pada ayat [1} meliputi keglatan
a. menjaga keutuhan dan keberaiban terminal,;
b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan
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rambm, matka, dan papan mlormasi;

merawal. 530w pir;

merawal ingtalasi listrik dan larmpu penerangan;

merawat. fasilitas telekomunikasi; dan

merawat system hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.

~oomo@m o

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat dikerjasamakan
dengan usaha mikro dan kel

(#] Bentuk pemeliharaan yang dapal dikegjasamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] berupa kegiatan :

4. rudn;

b. memfungsikan kembali;
£, penggantian; dan

d. bersifat melengkapi.

(5} Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharean  fasilitas  termminal
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan poraturan perundang-undangan.

Paragral B
Pembinaan dan Pengawasan
Fagal 20
(1} Pemerintah Daerah melaksanakan kegiaten pombinaan dan pengawasan
terhadap penyelengegaraan terminal penumnpang,

(2] kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal
penumpang sebagaimana ditmaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
peredik dan insidental sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

{3] Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap peoyelenpeparaan terminal
penumpang schagaimana dimaksud pada ayat [ dapal digunakan untuk:

o. melaksanakan tindakan Korektif dalam  pelayanan  termninal
Penumpang;

meningkatkan kinerja pelayanan terminal penumpang;
melaksanaken bimbingan teknis arau fasilitasi;
melaksanakan penjatuban sanksi administrasi; danfatau

3 a0

melakeanakan penjatubhan sanksi penurunan kelas terminal.

Bagian Keempat
Perparkirmn

Paragraf |
Penyelenggaraan Tempat Parkic
Pasat 21

{1] Penyelenpearaan tempeat parkir dapat dilaksanakan colelh Pemeriniah
Dacrah dan/atau Orang/Badan.

(2] Petiyelengearaan tempat parker yvang dilaksanakan cleh Pemerintah
Daerah sehagamana dimaksud pada ayat (1), mcliputi:

a. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
b. Tempat Khusug Parkir; dan

L ,




c. Parkir Tidak Tetap.

(3 Penyelenggaraan temnpat parkir yang dilaksansakan aleh Orane/Badan
schapgaimana dimakeud pada ayat {1), yaitu Tempat Parkicr Khusus milik
Chrang/Badan.

Pasal 22
Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputs;

a4 Tetnpat parkir yang diklasifikasikan sebagai abyek retribusl yang meliput
Tempat Parkar di Tepi Jatan Umnm, Tempat Khuaus Parldar dan Parkir
Tidak Tetap yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Dacrah; dan

bn  Tempat parkir yang diklasgifikasikan sebagai obyek pajak yang meliputi
tvtnpat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Orang/Badan yang memiliki
[zin Usaha Parkdir.

Paragral 2
Kawasan dan Lakasi Parkir

Pasal 23
1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkar dengan memperhatikan:
A. Tencansd tata ruang wilayah:
br. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
£, penatasn dan kelestarian lingkungan; dan
d. kemudahan bagi pengguna tempat parkit.
(2} Lokasi tempat patlar terdin atas:
a, Tempat Parldr di Tepi Jalan Umym;
b, Tempat Ehusus Parlor;
¢. Tempat Parkir Khusues Milik Orang/Badan; dan
d. Tempat Parlkir Tidak Tetap.

{3) Ketentuan Iebib lmnjut mengenai penetapan kawasan dan lokasi tempat
parkir mitik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksuil pada ayar (1) dan
ayat (2] hurufa, huruf b dao huruf d diature dengan Peratutan Bupati.

Faragraf 3
Penvelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

Pazal 24

(1} Tempat Farkir di Tepi Jalan Umum sebagaimans dimaksud dalam Paszal
21 ayat (2] hurf g, dapat diselenggarakan aleh:

a Pemerimiah Daerah; atan

b. pihak ketiga yang berbentuk Badan yvang ditunjuk oleh Bupati melalui
Lepala Dinas.

{2) Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dfkelola oleh Bupat
melalni Kepala Dinas dengan menunjuk Jury Parldr sebagai penais
ternpat parkir.

(3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan surat tugas
oleh Bupati melalni Kepzda Dinas untuk menata 1 (satu] tempat parkir
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dan dapat dibantu oleh pembanty jurg parkr.

4] Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagmimana tugas Juru
Paridr, tanpa Surat Tugas dari Bupat melalui Kepala Dinas.

5] Bupati menetapkan ruas jalan vang beleh digunakan untuk Tempat
Farkir i Tepi Jatan Umum dengan Keputusan Bupati,

Pasal 25
Juru Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat {3, wajib:

a menggunakan pakaian scragam, tatda pengenal serta perlengkapan
lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Minas;

b menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertangpungawab
atag kenmanan kendarsan besarta petlengkapannya;

¢ mefnjags kebersihan, keindahan dan kenyumanan lingkunganparkir;

. mengeunakan kancia parkir resmi vang diterbitkan oleh  Pernerintah
Duerah yang disediakan untuk 1 (satu) kali parkir dan tidak boleh
digunakan lebih dari 1 [satu) kali;

e wenyerahkan karis parkir sebagai anda bukti untuk setiap kali parkir
pade saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jasa
L,

[ menata dengan tertib kendarazn yang diparkir, baik pada wakiu datang
MAaUpUN pergl,;

# wmenyetorkan hasil retribiie sesunl ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

h melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Fasal 26

(1} Juru Parkir dilarang mengalihkan tigas dan tanggungjawabnya kepada
pihak lain selain pembantu juru parkir.

{2} Juru Parlar berhak atas pemhaptan dari hagil pendapatan retribusi parkir.

Pasal 27

(1) Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan secara sejajar atau membentuk
sudut menurut arah laly bntas,

(2; Pada ruas jalan tertentu Parlar di Tepi .lalan Umum dapat diberiakukan
hanya untuk 1 (satu) sisi.

{3] Parkic di Tepi Jalan Umum tidak boleh melebihi batas marks jalan.

Pasal 28

(1] Bupati dapat menunjuk pihak ketiga sebagai penyelenggara Tempat
Parkir di Tepi Jalan Umum.

(2] Tempat Parlar di Tepi Jalan Umum vang diselenggarakan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Perjanjian
Kerja Sama.

(3} Ketentusn lebih lanjut mengenai mekanisme perjanjian kerja sama
dengan pihak ketiga diatr dengan Feraturan Bupati,
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Paragral 4
Penyelenpearaan Tempat Khusus Parkie

Pasal 29

Tempat Khusus Parkdr sebagaimana dimaksud dalam Paszal 23 ayat (3)
hutul b, diselengrarakean oleh:

8. Pemerintah Daerah; atau

b. Orang/Badan yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Dinas dengan
Perjanjian Kera Sama.

Pengelola Tempat Khusus Parlar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wigjibe:

A. beranggunglawab atas segala kegiatan yuang berkaitan dengan
penyelenpgarsan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharaan
sarana dan prasarana sertg keamanen dan ketertiban tempat parids;

L. hertangpungjawab atas keamanan kendaraan beserta
peclengkapannys;

. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah:

d. meneetak karcis retnibusi parkir sesusi dengan kcotentuan Perasturan
Daerah yanp mengatur mengenai retribusi jasa useha; dan

€. memiliki Nomor Pokok Wajib Fajak (NFWP) dan Nomor Pokeok Wajib
Retribugs Daerab (RPWELD}.

Orang/Nadan scbagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf b, berhak
memunglat retribusl Tempat Khusus Parkir dengan berpedoman pada
peraturan daerah yang mengatur tentang retilus jasa usaha,

Faszal 30

Pengelola Tempal Khusue Parkir dapat mempekerjakan petugas parkir/juru
parkisr.

Pasal 31

Petugas Markir/.luru Parkir seboagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajiis

.

menggunakan pakaian seragean, tanda pengenal serta perlengkapan
lainmnya;

menjaga keamanan dan ketertiban tempal parkir, serta bertanggung
jawab atas kearmanan leendaraan beserta perlengkapannya;

menjaga kebersiban, keindahan dan kenyamanan lingkungen parkir;

menyerahkan karcis packir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir
dan memungut reiribuzi Tempat Khusus Parkir sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi jaza usaha; dan

menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang
TMEUIN [ergl.

fagal 32

Pengelola Tempat Khusus Parkir membuat tata terlil yang berlaku di dalam
Tempat Khusus Parkir, untuk diketahni oleh pemakai jasa sepanjang tidak
vertentangan dengan kelentuun peraturan perundang-undangan
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Pasal 33
(1} Pembangunan Tempat Khuosus Parkir harus memenuhi persyeratan

sebagai berikut:

a. l:la]ia‘t menjamin keselamatan dan kelancaran lala lintas di dalam dan
di ltar pedung parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu
Lintas;

B, mudeh dijangkau oleh pengguna jasa,

c. apabila berupa pedung parkir, hamis memenihi persyamtan
konatruksi sesuai ketentuan peraturan permindang-uncangarn;

d. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batea tertentu; dan
dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi
parkir kendaraan vang dinvatakan dengan rambu parkic atau marka
parkir.

{2] Tempat Khusus= Farkir sebagaimana dimakasud pada ayval (1], dapat
dilengkapi dengan banpunan penunjang berupa tempatl peristirahatan
petgeinudi dan awak kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC,
Idos flos, fasilitag keamanan dan fazilitas keberaibhon,

Paragraf 5
Penyelengpgaraan Tempat Parkir Khusus Milik Orang/Badan

Paaal 34

[1} Pemerintah Daerah memberikan izin kepada Oranpg/Bedan  selagpi
peoulik denfatau pengelola Tempat Parkir Khuaus milik Orang/Badan.

{2) Pemihk dan/atau pengelola Tempat Parkir Khysus mililk Orang/Badan
sebagrimana dimakaud pada ayat (1), wajib:

a. bertanggunegawab atas =egals kegiatan yang berkaitan dengan
pcnyclenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, pemeliharasn
sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban tempat parkir;

b, bettangsungiawab atas keamanan kendaraan beserta
perlengkapannya;

c. memenuhi kewajiban atas pungutan Daerah;

d. memasang papan tarif layanan parkir dan rambu parkhr di tempat
parlir;

e, menyédiakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir;

f. meryaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir
soerta menyediakan termpat sampah di lingkungan termpat partdr;

g mencetak karcis retnbusi parkdr sesuai dengan ketentuan peraturan
rerundang-undangan; dan

h. memiliki Nomor Pokok Wajib Fajak (NPWIY dan Nomar Pokok Wajib
Pejak Daerah (NPWPDY),

(3 Pemilik danfatau Peneelola Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan
tdapat memungut jaga layanan parkir.

(4] Pemilik dan/fatau Penmgelola Tempat Khusus Parldr sebapaimana
dimaksud pada ayat (1), dilarang memungut tarif layanan parkir lebih
dari 2 [dua) kali taril retribusi Tempat Khusus Parlar milik Pemermntah
Daerah berdasarksan peraturan daerah yang mengatur refribusi jasa
usaha.

XFL
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Pasal 3o

Pemilik dan/fatau Pengelala Tempat Parkir Khusus milik Orang/Badan dapat
mempekerjakan petugas parkir/jum parkir,

Pagal 36
Petugas Parkir/Jurn Parkir sehagaimana dimak=ud dalam Pasal 35, wajib:

a. menggunakan pakaisn stragam, tanda pengenal serta perlengkapan
Iainnya;

b, menfaga keamanan dan ketertiban tempat parldr, eerta bertanggung
jawab atay keamanan hendaraan begerta perlengkapannya;

¢ menjaga kehersihan, keindahan dan kenyamanan lingkunganparkir,

o menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir;
dan

e  menata dengan tertib kendarsan yang diparkic, baik pada waktu datang
MELPUE Pergl.

FPazal 37

Femilik dan/stau Pengelola Temput Parkir Khusus milik Orang/Badan
memlual tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Parkir Khusus milik
Orang/Badan, untuk diketahui oleh pengguna jasa parkir sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Parugral 6
Peniyelenygaraan Patkir Tidak Tetap
Pasat 38

Orang/Badan yang ekan mengclola parkir tidak tetap wajib memiliki izin dari
Bupali melalui Kepala Dinas,

Pasal 39
Pengelola atau Juru Parkic tempat parkir tddak tetap wajib:

a. menggunakan tanda pengenal serta  perlengkapan  lainnya  yang
ditetapkan sleh Bupah atau Pejabat yang ditunjuk;

b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung
jawab atas keamanan kendaraan besertaperlengkapannya;

«. menjaga kebergihan, keindahan dan kenyamanan ingkungan parkir serta
menyediagkan tempatsampah;

d. menyerahlkan karcis parkir resmi vang diterbitkan Pemerintah Daerah
sebagai tanda bukt untuk setap kali parldr dan memungut retribuysi
seguel dengan Keténtuat peraturanperundang-undangan;

e. menggunakan karcis parlir yvang diterbitkan oleh Femerintah Daerah
uritak | [satu) kaliparkir;

. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, haik pada woktu datang
malpnn pergl; dan

£ memenuhi Kewajiban alas pungutan Negara dan pungutan Daerah,
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Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tats cara dan persyarstan pengdjuan izn
stbagaimana dimaksud dalam Fasal 34 gyal (1) dun Pasal 38 diatur dengan
Peraturen Bupat.

Paragraf 7
CGantl Eugd

Fagal 41

(1} Apabila terjadi kehilangan atau korusakan kendaraan pada saat parkdr di
Tempat Khusus Parkir yang dikeiola olch Poemerintah Daerah panti rugi
menjadi tangpung jawab Pemerintah Dacrah.

{£] Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa Farldr

di Tempat Khusus Parkir yang dikelols Pemenintah Daerah, dapat
melibatkan asuransi sesuai kemampuan kewangan dasmah.

(2] Apabila terjadi kehilangan atan kerusakan kendaraan pads saszt parkar di
Tempat Farlar di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh pihak ketiga panti
T berpedoman pada ketentuan peganjlien kejasama.

(4] Ketentuan lebib lanjut mengenaj tala cam dan mekamsme penvelesaian
ganti rugi dintur dengan Peratyran Bupaci.

Pasal 42

Apabtnla  tergadi kehilangan kendarasn 4i Tempat Khusus Parkir milik
Pemmerintah Paerah dan/atau Tempat Parkir Khwsus milk Crang/Sadan
pada saat jam parkir, sgand rugi menjadi tanggungiawab pengelola Tempat
thusus Parkir danfatau pengelola Tempat Parkdr Khusus milik Orang/Badan.

Paragraf &
Bagl Hasil Pendapatan

Pasaal 4.3

[1] Juru pariar di Tempat Parlar di Tepi Jalan Umum, Jury Parlar di Tempat
Parlar Tidak Tetap dan Pengelola Ternpal Khusus Parkir milik Pemerintah
Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan realisasi pungutan
reiritwisi parkir.

{2] Besarnya bagi hasil untuk juru parlar di Tempat Farkir di Tepi Jalan
Umuin adalah paling banyak B0% [delapan puluh per seratus] dari
realinasl pungutan retribusi parkir.

(3} Besarnya bagi hasil untuk juru parkir &i Tempat Parlor Tidak Tetap
adalah paling baoyak 60% [enam puluh perseratus] dari reglisagi
pungiton tetribugi parkir,

(#} Besarnya bagl hasil untuk Pengelola Tempat Khusus Parkir adalah paling
banyak 60% {enam puluh perseratus) dari realisasi pungutan retribusaj
parkir.

(3] Ketentuan lebih lamjut mengenal penentuan besarmnys bag  basil

sebagaimana dimaksud pada ayat {3), ayat [3] dan ayat [4) pada masing-
masing lakasi parldr, diatur dengan Peruturan Bupat.
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Paragmaf 9
Penyetoran Hasil Pendapatan

Fasal 44

(1} Setiap petugas parkir atau juru parkir dan/etay pengeloln tempat parisir
vang disedigkan, dimiliki dun/etru dikelola oleh Pemerintah Daerah
harus melakukan penyetoran sendin hasi]l pendapatan Retribusi Parkir
lkepada Bendahara Dinas.

(2} Setiap pemilik danfatau pengelola tempat parldr khusus milik orang atan
Badan haruy melakukan penyetoran zendii hasil pendapat Pajak Parkir
kepada Bendahara Badan Pendapatan.

(3] Ketentuat lebib lanjut mengenai mekanisme penyeioran hasil pendapatan
retribusi parkir achagamana dimaksud pada avat (1] dan penyeloran
hasil pendapatan parak parkir ssbhagaimans dimaksinl pada ayat [2)
diatur dalarm Peraturan Bupati.

I*aragraf 10
Tata Tertib Parkir
Pasal 45
Setiap petigging jasa parkic wajih:

a. tmematuiu semua tanda-tanda parker danfalan pelunguk yveng ads,
berupa rambu-rambu parkir, marka parkir atau tanda lain;

b. meminta kareis parkir reemi sebagai tanda bukd padea saat akan parkit;
dan

c. memnjukkan karcis parkir dan membayar retrilbusi parkir kepada juru
prarkir alau penpelola parkic pade saat akan meninggalkan lokasi packir,

Fazal 46

(1] Setiap pemilik dan/atau pernpemudi kendaraan dilarang parkir di tempat-
tempat yang lidak dmyatakan dengan rambu parkir dan/atau marka
parkir.

{2] Ruas jalan vang dapat dipergunakan sebagai tempart parkir dinvatakan
dengan rambu-rambu parkir danfatau marka parkir sesuai ketentuan
peratiranperundang-undangan.

Faragraf 11
Peran Serta Masyvarakat
Pasal 47
(1] Masyarakat dapat berperan eerta dalam penyelenggaraan parkir.
(2] Peran serta schagaimana dimaksud pada ayvat {1). dapac dilakukan

dengan cara:
a. memberikan magukan, usul danjatay saran dalam penyelenggataan
parkir;

b. tidak membayar retribusi parkar, apabila petugas parkir atay jury
parkir tidak menycrehkan karcis parlir reami yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah; dan/fatan

<. melaporkan kepada Bupat melalui Kepala Dings baik secars lisan
maupun tulisan, apabila ada orang dan/atau badan vang mengelola
perkir tanpa izin dari Bupau atau pejabat yang ditunjulk, dan apabila
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ada petugas parkir atan jura parkir yang memungut retribusi parkir
lanpa menyerahkan karcis parkir, menggunakan karcis parldr palsu,
dan melakukan perbuatan tidak menyenanghkan.

Paragraf 12
Sanlsi Administras{

Pazal 48
Sanksi administresi diberkan bemapa;

8. pencabutan Surat Tugas bagi juru parkir vang melanggar kewajiban
sebagaimeana diatur dalam Pasal 25; dan

b, pencabutan Izin  Penyelenggarnen Tempat Parkit Khusus Milik
Orang/Tladan bagi Qrang/Badan yang melanggar kewajibar dan larangan
schagaimana diatur dalam Pasail 34 ayat (2) dan ayat (4]

Paznal 49

i1} Pelanggaran terhadap ketentuan schapaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayvat (1), dapat dilakukan tingakati penertiban dengan memindahkan
kendaraan ke suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati dengan
menggunakan mobil derek atan denpan ceara dan sarana lain sesvai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

[2} Biaya pemindahan dan segala kerusakan vang diakibatkan pelaksanaan
therek atau dengan care dan sarana lain sebagaimana dimaksud padaayat
[1}, metadi beban pemilik kendaraan.

(3] Bagi kendarsan vang dipindahkan fengan mobil derek atau dengan cara
den sarana lain sebagaimata dimaksud pada ayat (1), pemilik dan;atau
penigemudl dapat mengamhbil ketdaraan tersebut setelah memenuhi
syarat-svarat administrasi dan biaya pemindahan.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat administrasi dan pelaksanaan
pemindahan sebagaimana dimakaud pads avat [3), diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB 1Y
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Pengujian Berkala Kendarman Bormotor

Pasal S0

(1) Kendaraan Wajib Uji terditi dari mobil penumpang omum, mobil bus,
mobi! bareng, kereta gandengan, kereta temnpelan dan kendaraan khusus,

{2) Kendaraan Wajib Uji sebageimuana dimaksud pada ayar (1] vang
dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknig iafic jatan dan
ermisi gas huang.

FPasal al

{1} Persyvaratan teknis latk jalan dan emisi gus buang sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 50 ayat [2), harus sesuaqi dengan mncang bangun yang telah
ditetapkan,

{2} Untuk memenuhi perayaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang
sebagaimana dimaksud dalam FPasal 50 ayat (2], wajib:
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a. dilakulkan pengujian berkala; dan
k. dilakukan pemcliharasn danfatau perawalan,

Fasal 52

Kewgjiban untuk melabzanakan wji berkala sebsgaimana dimalsud dalam
Pasaal 31 ayal (2j buruf a dilakukan satu (saiu) kali getiap 6 [enam) bulan.

Pasal 53

Untuk setiap kendarman wajib uji selambat-lambatnya 14 jempat belas| hari
aejal diterbithan Surat Tande Nomor Kendaraan (STNK) wajib didaftarkan
untuk metdapatkan penetapon pelaksanaat pengljian berkala.

1*agal 54

(1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji
diselenggpatrakan olwh [Yinas,

[2) Pelaksanaan wji berkals sebapaimana  dimakswd  pada ayat {1,
dilakzanakan di Unit Pengnjian Kendacaan Bermotor,

(3} Unit Pengujian Kendarman Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Stats
atay Uit Penguian Keliling.

Fa=al 55

(1] Sebegai bukt telah dinyatalan lulus uji berkala, dikerikan tands dulus uji
berupa kartu uji, tandd ufi berkala dan tanda samping.

{(2) Tanda samping sebagaimana dimabksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat keterangan mengenai:

a. berat kesong kendaraan;

b. jumiah berat yang diperbolehkan den jumiah berat yane diizinkan
untulk kendaraan bermotor tungpsal;

¢, jumlah berat yang diperbolehkan jumlah berat kombinasi vang
diperbolehlan, jumiah berat yang diizinkan dan jumlah  berat
kombinasi yang dimnkan untk kendaraan  Desmnotor  yang
dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;

d. daya anglul arang dan barang; dan
e. kelas jalan terendah yang boleh dilahi,

{3) Tanda lulug vji kendaraan bermotor sebagaiinana dimaksud pada ayat {1},
dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, apabila:

a. sudah habiz masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian
lcemmbali;

b. melakukan perubahuan atau mengganti sebagian atau sclurvhnya atas
kartu ujl den tands uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan porundang-undangan;

c. kendaraan bermotor menjadi tidak mermenuhi persyaratan teknis dan
laik jalan lagi, haik dischabkan karena dilakukan perubahan telnis,
kecelakaan maupun hal-hal lain yang secers abjeklil nenyvebabkan
kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat telinis vang ditentukan.

\Y/
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(1]

(2]
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(1]

(2)

(2]

{1]
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Basal 5h

Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali digjukan ke Dinas
dan wayily mglampirkan persyaratan lenglap yarg 1acdin dari;

a. sertiflkat registrasi ujl type (SRUTY:

fr» sumt tanda nomor kendaraan [STHK],

¢, tands jati diri pemilik; dan

d. bukn pelunasan biaya uji.

Uji berkala saelanjutnya dilaksanakan sebelum maga wji beralhir.

Fasal 57

Pengujian berkala harue dilakukan oleh tenage penguii yane memilild
lkeualifikasai ieksiy sesuai ketentuan peraturan perundang-undanesn
dengan menggunakean fasilitas dan peralatan penpgujian.

FPeralatan pengunan sebageimans dimeksaod poada aval {1) merupalan

peralatan yji berkala kendarasn bermotor berupe peralalan pengyajian
lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling,

Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) merupalan peralatan yang dipaaang dan digunakan pada lokasi
tempat pengliiat yang borsifat tetap.

Peralatan uji berkela keliling sebagaimeana dimaksud pada ayat (2)
metupakan peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang
bersifat  tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan hermotor
penganglout perelatan uj.

Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksod pada ayal (1),
dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat
tetap danfatau pada lokasi yang bersifat tidak tetgp.

Dinag berkewsgjiban mengadakan tenaps penguji, fasilitas dan peralatan
pengujian  sesual  pemungkatan  kebutuban  berdasarkan  ketenbuan
peraturan perundang-undangan.

Pazal 58

Apabila asuatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajits
memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-
kurangnya melipyti:

a. perbeikan vang harus diladkukan; dan
b. waktu dan fempat pelaksaaan ufi vlang.

Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimalsud pade
ayat |1), kepada pemilik ateu pemegang kendarsan diberilkan waktu
paling lama 14 (empat belas) han, tidak diberlakukan aebagai pernohon
baru dan tidak dipungut aya uji.

Apabila setelah dilakukan up ulang temyata kendarasn masih dinyatokan

tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnys dikenakan retribusi
kembali.

Pasal 59

Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetigjui Keputusat
penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), pemilik atau
pemepang kendaraan dapal mengajukan permohonan keberstan secata
tertulis kepads pimpinan petugas penguji vang bersanglutan,

g



(2)

(3]
4]

EL)
(2}

(3]

(4)

()

Iy

(2]

(1]

Fimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 [dua] jam
harus memberikan jawaban diterima atau ditclaknya permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, setelah mendengar penjelasan darn
penEuji yang bersanghkutan.

Apabila permmohenan keberatan diterima harus dilakukan wji ulang.

Apabiia permohonan keberatan ditelak danfatau setelah dilakukan uji
ulang aebagaimana dimaksud pada ayat (3], teruyata tetap tidak lulus uj,
maka pemilik alau pemepang kendarasn tdak dapat mengajukan lagi
permchonan keberatan.

FPasal 60

Pemilik kendaraan bettnotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi]
penguiian kendaraannya ke tempat dimana kendaraan itu berdomisili.

Pemindahan pengujian berkala eebagaimansa dimaksud pada ayat (1],
harus mendapatkan rekometidasi dar Dinas, dan dikenakan retribuai,

Perubahan etatus dan/fatan peribahan spesilikasi teknis kendarasn
bermctor dapat dilakukan setslah  diadakan pemeriksaan tekmis,
mendapatkan rekomentdasi dati Dinas serta mendapatkan Sertifikat
Regiatra=i Lji Type (SEUT) dan dikenakan retrnibusi.

Dinas dapat melakukan pengetolan ulang nomor chasis dan nomer mesm
kendaraan bermotor setelah mendapat rekomendasi Agen Pemegang Merk
(APM) dan Kepolisian, sesuwai domisili kepemnilikan kendaraan bermotor.

Pergetokan ulang sebogaimana dimakeud pads ayat (4), dilabukan
terhadap kendaraan bermotor vang bdsk dapat diproses oleh Agen
FPemepang Merk [APM} seltempat,

Bapan Kedua
Pemerksaan Kendaraan Bermotor

Fasal 61

Setiap kendaraan bermator yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi
persyaratan tekmia dan laik jatan serta memenuhi ambang batas emisi gas
buang.

Untuk pemenuhan perasyaratan teknis dan laik jatan sebagaimona
dimaksud pada ayat (1} setiap kendarsan bermotor wajib dilakukan
perneriksaan.

Fagal 62

Persvaratan tekmis dan laik jalan kendarsan bermotor sebagaimana
dimaksud dalam Paaal 61 ayat {1) adalah memenuhi ambang balas laik
Jalan yang meliputi

emisi pas buang kendaraan bermotor;

kebisingan suara kendaraan bermotor,

eliziensl aistem rem utamsa,

efsiensi sisteTn rem parkit,

kuncup roda depan;

tingksat sunra klakson;

kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

W ™A R A TR

tadius putar;
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1.  alat penunjuk kecepatan;

1. keluatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing- masing

12)

[3}

11

{2]

(3]

(1)

()

fL}
{2]
(3]

()

Nl

Jenis ukuran dan lapisan;
k. kedalam alur ban luar, dan
| intensitas cahayae yang masuk ke kabin/kepekatan kaca film,

Setrap kendaraan bermotor dilarang memasgang tanda-tanda, gambar,
atay reklame vang dapat menggangeu keselamaton lalu linlas, kecuali
dengan izin Bupati setelah mendapat rekomendasi Dinas.

Setiap Kendaraan bermotor dilarangan memakai kacs Blm gelap, knalpot
rising dan musilk vang keras.

Paszal 623

Unituk memenuhi persvaratan tekniy dan laik jelan serta ambang batas
emisi gas buang kendarsan bermeotor sebapaimena dimaksud daiam Pasal
G2 avat {1) huruf a sampai dengan huruf |, wajib dilaksanakan untuk
kenwluraan bermotor wajib wii.

Kendarazn bermotor wajib uji sebapgaimana dimaksud pada ayat (1),
el

mobil bus umymn dan ddak ymum;
. mohil penumpang umurmn;

kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
kendaraan khusys,

Femeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], dilakukan dengan Penpujian Kendarasn Bermotor.

)
b
¢. mobil barang umum dan tidal: vmgm;
i
&

Bagian Keriga
Femeliharaan, Perawatan dan/atan Perbaikan Kendaraan Bermotor

Pasal 64

Untuk menjaga kondisi kendaraan bermolor agar memenuhi persyaratan
telmin laik jalan dan emisi pas buane, maka kendaraan bermotor hars
dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan/alan perhbaikan.

Permeliharaan, perawalan dan/atau perbaikan kendarman bermotor
sebagaimana dimalksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel
umum dan benghkel kKhusus.

Paszl &5

Terhadap bengkel umum dan hengkel khusus yang melakukan
pemeliharaan dan pencucian kendaraan bermotor, merupakan bengkel
terdaftar dan masuk anpgota ASBERIN D).

Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan
dan/atau perbaikan kendaraan bermgtor untuk memenuhi persyaratan
tekmiis dan laik jalan, merupakan bengkel tertunjuk.

Terhadap bengkel umum vang mendapat izin penetapan sebagai benpgkel
pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan
hengkelpelaksana.

Betiglel terdaftar, tertunjuk serta bengkel pelaksana wajib memberikan
laporan secara peripdik sctiap bulannya kepada Dinae.
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(5] Penyelengparaan Deéngkel kendarasn bermotor dapat dilaksanaien oleh
Pemenntah daemh, Badan Hukum dan perormngen.

Bagan Kecmpat
Fembinaan Bengkel
Fazal 66

(1} Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional pemeliharaan, perawatan
danfatau  perhbaikan kendaraan bermotor, Dimas dapat melakukan
pernbinaan terhadsp bengkel-benghkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Go.

(2} Pembinazan sebagrirnana dimakeud pada ayat (1) melipud:

a. pemberisn bimbingan dan arahan terkait ketentuan teknis dan laik
jalan kendaraan;

I penpgawasan  mutd prodiksi dan  pemeriksaan  peralatan  yang
digunakan;

e, permigkatan profcsionalisme baik langsung maupun tidak langsung;
d. pendidikan dan latihan bayi tenaga mekanike benghkel.

Baman Kelima
Pendataan Kendaraan Bermotor
Pazal &7

Dalam ranghka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya
dalam persncanaan pembangunan Daerah, [inas melaksanakan pendataan
kendarasn bermotor.

Pasal &l

Pendataan kendaraen bermotor sebagaimana dimaksid dalam Pasal 67,
paling sedilrit memual jumlah dan jenis kendarasn bermoter.

Paeal 65

Pelaksanaan perdlataan kendarasn bermoter dikoordinasikan dengan pihak
instansi dan lemhaga (erkait secarm berkala.

Bagan Keenam
Penilaian Teknia

Pasal 70

(1} Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.

{2] Penlaran teknis sehagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaky wajib hag
kendaraan bhermotor yvang ekan dilakukan penghapusan [scapping
danfatau  kendaraan angkutan penumpang umum  yang  akan
diremgjakan,

{3) Penilaian telknia dilakuken terhadap kondisi fisik kendaraan bermoter
aoleh petugas penguji dan dikenaken rewibusi bagi kenwdarsan di luar
kepemilikan Pemerintah Dacrah.

(4 Scbagai buktd telah dilakukan penilaian teknis  diberikan  Surat
Keterangan Hasil Penilaian Teknis.
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BAB V
TEKNIK LALT LINTAS

Bagian Keaatu
Manajemen Lahi Lintas

Fazal 71

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintes yang sclamat, aman, nyaman,
tertib dan lancear, serta efisien dan efeltif, Dinas melakukan perencanaan,
petigaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

(1]

(2]

{3]

(1)

(2}

(3)

-

Pagal 72
Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi kegiatan:

a. inventaris dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan laly
lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;

b, penetapan dngkat pelayanan vang diinginkan.:
€. PpCrumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
d. penyusunan rencana dan program pelaksanasn perwujudannra.

Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
Pemerintah Daerah melakukan survey dan analigis lalu lintas yang terdic
damn:

a., survey dan anali=sis inventaria lalhy lintas:

b survcy dan analisis azal tujuan;

©. survey dan analizis lalu lintag hatian rata-rata;

d. survey dan analisis bangkitan tarikan lah lintas; dan

#. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuad dengan kebutuhan.

Survey lalu lintas zebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan
secara betkala dan berkesinambungan.

Pasal 73

Petigaturan lalu lintas sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah
kegintan penstapan kebifaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atan
ruay jalen tertentu yang meliputi:

a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang Amurm;
b. penstapan janngan lintas atau rule angkutan barang; dan
. penetapn sirkulasi lalu lintas.

Penetapan sgirkulasi lalu lintas sebagaioma dimaksud ayat (1) huruf c
adatah:

a. penetapan laly lintas satu arah dan/atau dua arah;

L. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada susatu ruas jalan atau
wilayah tertentu;

. penelapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat terteniu;
d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan:
e pembatasan mualan siimbu terberat bagi ruaa-ryas jalan tertentu,

Fengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat
(2], dinyvatakan dalam rambu-rambu latu lintas, marica jalan dan/fatau
alat pemberi 1syarat laiu lintas.
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Bagian Kedua
Rekoyaga Lalu Lintag
Pasal 74

[1} Dalam rangka peiaksanaan mansjemen lalu lintas, Dinas melaksanalkan
reheyasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pernasangat
den pemeliharaan fasilitas lahy listtas, dan perlengkapan jalan,

(2] Eas_ilitas dan perlengkapan jalan sebgaimana dimaksud ayat (1] terdir
ari;
#. alat pemberi isyarat lah lintas;
rambu lalulintas;
marka jalamn,
alat penerangan jalan;
alat pengendalian pemakai jalan, terdiri atas:
1] alat pembatasan kecepatan; dan
2] alat pembatas tinggi dan Iebar kendaraan_
. alat pengaman pemakai jalan, terdir atas:
1| pagar pengamen;
2) cermn tikyngan;
3) tanda patok tlungan {delineator);
4) pulaw-pulau lalu lintas; dan
3] pita penggaduh.

g familitaz pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang
berada di jalan maupun diluar badan jalan; dan

h. fasilitas pendukung penyelenggaraan laluz lintas dan anglutan jalan.

o a0 o

Fazal 75

(1} Agar penyelenggaraan fuwilitas lalu lintas, petlengkapan jalan dan fasilitag
penduliung  dilaksansksan secara  terarah, tepat dan  memenuhi
pergyaratan tekniz =esuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2] Ginas menyusun dan menetapkan reticany kebutuhan fasilitas lalu lintas,
perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung.

i3] Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitazs pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], disusun untuk masa waktu paling
lnma & |ltma) tahun.

(4) Setiap pemasangun fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah mernenuhi
persyaratan tekiils dan rencana Induk diberi tanda pengesahan.

Pazal 76

(1) Badan hultum alau percrangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas,
periengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi perasyaratan
teknis dan mendapat izin dari Dings,

2] Badan hulkum atau perorangan dapat memasang reklame pada fasilitas,
perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung sepanjung tidak bertentangan
dengan  ketentuan telmis dan peraturan perundang-undangan, scrta
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mendapat izin dad Dinas.

[3] Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat dj Jjalan
yang dapat menimbuikan hambaten, gangguan dan kecelakuan laiy lintas
kecuali  gutelah mendapal izn darj Dvnasg dan/atau  instansi yang
erwenang.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalu Lintas
Fagal 77

(1] Setiep rencana pembangunan  posat kegiatan, perm ukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan Eangguan Kegelamatan, Ketertiban,
datt Kelancaran LLAJ wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Linias

[2) Pusat kemiatan sebagaimana dimaksyd Pada ayat (1} berupa bangunan
untuk:

a. kegiatan perdagangan;

kegialen perkantoran;

kegiatan fndusirs:

fasilitas pendidikan:

fasilitas palayanan umurn, danfatany

kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/fatay tarikan
[alu lintas.

(3] Permukiman schagaimana dimakaud pada ayal {1} berupa:
8. perumahan dan permukiman;
b. rumah suryun dan spartemen; dan/atau

¢. permuliman lain vang dapat merimbulkan banglitan dang/ataw
tarikan lalu lintas.

(4) Infrastrukiur sehagaimana dimaksaudg pada ayat (1] berupa:
pelabuban;

bandar udarg;

terminal;

pocl kendargan;

fasilitas parkir untuk umum: dan/atau

infrastruktur lainnya,

R S

e e n orom

{5] Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastoragdur yang dapat
menimbulkan  gangguan keumanan, keselamatan,  ketertiban, dan
kelaticaran lalu lintas angkutan jalan diatur oleh Dinas setelah mendapat
pertimbangan dari;

4. instanai yang bertanggung jawal o] bidang jalan; dan
b. Kepala Kepalizian Negara Republik Indanesis,

(B} Dinas memberitkan rekomendasi mitigasi lalu Lintas yanp berdasarkan
Pada Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat fi.
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(1]

(2]

(3

(1]

i)

[

(4]

Bagian Keempat
Pemindahan Kendaraan
Pa=aal 78

Untuk keamanan, kelancaran, letertiban dan keselamatsn lalu lintas,
Pemerinteh Daerah dapet menyelenpgerslan pemindahan hendaraan
bermotor di jalan.

Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:

a. kendarasn vang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan,

b. kendarasan yang berhenti atau parkic pada tempat-tempat vang
dilarang, baik yang dinvatakan dalam rambg-rambu lalhy Lintas alal
tidak;

c. kendarsan yvang disimpan di jalan sehingge jalen berfungsi sebages
parast atau tempat penyimpanan kendaraan; dan/atau

d. kendararn yvang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama 2 [dua)
kali 24 [dua puluh empat) jam {2 x 24 jfam).

Pemindahan terhadap kendarasn sebagaimana dimalksnd pada ayat [3)
dilaksanaks oleh petupas yatlg berwvenang.

Pasal 79

Pemindahan kendaraan bermator di jelan sebapaimana dimaksud dalam
Pamal 78 digelengparakan dengan memperkhatikan hal-hal sebagai perikut:

a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek
yang seeual dengan peruntukannya;

b. terzedia areal tempat penyimpanan kendaraan vang representatif: dan
c. adenya jaminan keamanan.

Mobil derek yang sesuni dengan peruntukannya sebagaimang dimaksud
padn avat (1) hurul a adalah:

a. mobill derek dilengkapi dengan peralatan teknia penderekan baik
Bersifat mekanik maupun manuali;

b. dilengkapi alat pengaman berupa lampy isvarat wame kuning tanpa
sirenes; dan

c. digpcrasikan clch cperator derek yang memiliki kecakapan atsn
kemampuan telmis penderekan.

Arcal tempat penyimpanan yang representatif sebapoimana dimaksud
pada ayat (1] huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara
khusus danfatau tempat penyvimpanan veng ditetapkan oleh Bupati,
dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan vang taemadai.

Jaminan kearnanan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) humf ¢, yaitu:

a. pemindaban dilakuken oleh petugas dengan tanda atau seragam yang
lengkap,

b, pemindahan kendamman diusahalkan diketahui atay disaksilan oleh
pemilik atau pengemudi kendaraan yvang bersangkutan,

€. sistem infotinas pemindahan kepada pemilik;
d. berita acara pemindaban penyimpanan;

e, pemindehan diusahakar dengan memperkecil resike dan/atau
keruzsakan sertg kehilangan perlengkapan akibat prozes penderslan.
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(1}

{2]

I mebil derek harug lebih besar atan lebih Kust dari peda Kendaraan
yvang diderek haik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun dava
mesinnya;

g pemindahan kendaraan yang melanggatr ketentuan berhenti dan fatau
parkir dilakukan setelah terlelnh dahulu dibenkan peringatan dan
kesempatan selema IS [lima belas) menit kepada pemilik atau
pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yvang aman,
dan gpabila dalam waktu yang telah ditetapkan tdak dipindahkan,
haile dikerabui atau tidak, kendarasn akan dilakukan pemindahan
atau penderekan,

BAB VI
FAMBLU LALLF LINTAS,
MARKA JALAN DAN ALAT PEMBER] ISYARAT LALD LINTAS

Bagian Kesatu
Jenis dan Fungei Rembu Lalu Lintas

FPasal B0

Setiap jelan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilenglapi
dengan rambu alu lintas.

Permnasangan rambu lalu lintas sebageimana dimaksud pada ayat [1)
dapal bersifat tetap atau sementara disesusikan denpan perkembargan
kebutuhan penyelengparaan lalu lintas dan keadsan jalan.

Pasal 81

Rambu lalu lintas hetdasarkan jenisnya terdiri atas:

£,
T

C.
d.

i1

1)

13

(4]

rambu peritigatan;
rambu larangan;
rambu perintah; dan
rambu peturnjutk,

Pasal B2

Eambu peringaian scbagiumana dimaksud dalam Fasal 81 huruf a
digunakan untuk remberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan
atau tempat berbabaya pada jelan dan menginformasikan tentang sifat
bahaya.

Fambu lerangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal B buraf b
digunakan unink menvatakan perbuatan yang dilarang dilakukan nleh
pengguna jalan,

Kambu perintah sebagiamana dimaksud datam Pasal B1 huraf ¢
digunakan untuk menvataken perintah wvang wajit dilakukan aleh
pengeuna jalan.

Rambu petunjuk sebapaimena dimaksud dalam Pasal 81 hurul d
dipunakan uniuk memandu pengpguna jalan saar melakukan parjalanan
atau untuk memberikan informasi lain kepada penggrna jalan,
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It

(2]

(3]

(1)

(2]
(3]

Faz=al 83
Ramlbu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pazal 81 dapat berupa:
a. ramtm lzgly lintzs kenvensional; atsy
. rambu lalu lintas elekironik.

Rambu lalu lintas konvensional sebagaimana dimkasud pada ayat (1)
hurul a erupa rambu dengsn bahen yeng mampu memantulkan cahayz
atau retrorefletif.

Rambu lalu lintas elektronik sebagnimana ditnaksud pada ayat (1) huruf b
berupa rambu vang miormasinya dapat diatur secara elekironik.

Pasal 44

Rambu lalu lintas sehagaimana dimaksud dalam Paszal Bl ditempatkan
serdra tetap.

Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambuy laly lintas
SeImentara.

Pada rambu lalu intas sebagaimana dimaksud pade ayat |1) dan ayat [2)
dapat dilengkapi papan tambahan vang memuat keterangan tertentu.

Pasal Ba

Rambu lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud dalam Iasal 84 ayar [2)
dipazeng untuk memberi informasi adanya:

a.

jalan rusak;

pekerjaan jalan;

perubahan laly lintas secara tiba-tibha atau situasional;
tidak berfungsinya alat pemberi isayarat lalu lintas;
pemberian prioritas pade pengguna jslan;

bencana alam;

kecelaltran Jalu lintas;

kegiatan keagamann;

kematan kencgarzan;

kegiatan olahraga; dan fatau

kepiatan kebudayaan.

Pazpl 86

Ketentuan mengenai bentuk dan ukoran smmbu Jalu ntas digtur sesuai
ketenituan Peraturan Porundang-undangan.

(1}

¥

Bagman Kedua
Marka Jalan

Paragraf 1
Spesifikasi Teknis Marka Jfalan

Faszal 87

Marka jalan berfungsi untuk mengatur laly lintas, mempenngatkan stau
mennhun pengglina jalan berlalu lintas.
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(2] Marka jalan sebageimana dimaksud pada ayat (1] berupa:
a. peralatan; atau

b, tanda.
Fasal 88
(1} Marka jalan sebagaiamaneg dimeksud dalam Pasal B7 dapat berwarmna
a. puth;
tr. kumng;
¢. metah;

id. wama lainnya.

(2] Marka jalan berwarma patih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menyatakan bahwa pengguna jalan wajib mengikuti perintabh arau
laranipan sesuai denpgan bentuknya,

(3} Marka jalan berwarna kuning sebupaimana dimaksud pada sval {1] huruf
b menyatakan bahwa petngguna jalan dilarang berhenti pada area
lersehut.

(4} Marka jalan berwarna mersh sebagaimana dimakaud pada ayat |1) buruf
o mettyatakan keperluan atav tanda khusus.

(3] Merka jalen wama lainnye sebagaimans dimaksed pada ayat (1) huruf d
yailu marka jalan berwamea hijau dan coklat, yang menyatalan daerah

kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau
petunjulk vang dinayatakan dengan tegas.

Parugraf 2
Marka Jalan Berupa Peralatan

Pasal 39
(1] Marka jalan berupa peralatan schagaimana dimeksod datam Pasal 87
ayat (2] huruf a meliputi:
a. paku jalan;
b. alat pengarah lalu lintas; dan
e, pembagl lajur atau jalur.

(2] Marka jelan berupa paku jalan sebggaimana dimaksud pada ayat {1
huruf a digunakan sebagai reflcktor marka jalan khususnya pada
keadaan gelap dan malam har.

(3} Marka jalan berupa alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada
avat {1} huruf b berupa kerucut Ialy lintas.

(4} Marka jalan berupa pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) buruf ¢ berfungsi untuk mengutur lalu linkas dengan jangka
wald sementara dan membantu untuk melindungi pengendera, pejalan
kaki, dan pekerja dan daerah vang berpuotensi tingg akan menimbulkan
kecelakaan.

N [
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Paragrafl 3
Marksa Jalan Berupa Tanda

Fasal 90

Marka jalan bkerupa tanda sebagaumana dimaksud dalam TFasal 87 ayat (2)
huraf b meliputi:

a.

e AN T

(1]

(2

(3)

()

(5)

marke riembiajur

marka melintang,

marks serong;

marka lasnhatg;

matrks katak kuning; dan

maerks iainnya.

FPasal 91

Marka membujur sebagaimana dimakaud dalam Pasal 90 huruf a terdiri
&las:

a. gars utuh;

b, garis putus-putus;

¢, garie panda yang terdici dan gans utuh dan gans putue-putus; dan
d. gariz ganda yanp terdiri dati dua gacis weuh.

Marka membujur berupa garis utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berfungai sebagai:

a. larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut;, dan
b. pembatas dan pembag jalur,

hlarka membujur berupa garis purus-putus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berfingsi:

4 pembatas dan pembag lajur;
b. pengarah lala lintas, dan/fatau
¢. peringatan zkan adanys marksa membujuer berupa gans utuh di depan.

Marka membujur berupa garis panda yvang terdin dari garis utuh dan
paris putus-putua sebagaimena dimaksud pada ayat 1) humuf e
menyatakan:

a. lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi
garie ganda tersebnr; dan

b. laly lintas vang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi gars
ganda tersebut,

Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dani duzs garis utuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref d untuk menvatakan lalu

lintas yang berada pada kedua sisi garis ganda tersebut dilarang melintagi

garis ganda teraebut.
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(1

(2

(3

(1]

#

(3]

(1]

(€]

[2)

(4}

(3]

\ I

Pasal 92
Marka melintang sehagaimana dimaksud dalam Pasal %) huruf b berupa:
2. gErs utuh; dan
b. paris putus-putus.

Marks melintang berupa garis utuh sebagsumana dimmaksud pada ayvat (1)
huruf a menyataken batas berhent kendarasan yvang diwajiblan berhenti
oleh pemberi isvarat lalu lintas, rambu berhenti, tempat penyeberatipat,
atau zebra cross.

Marka melintang berupa gars putus-putus sebagaumana dimmaksu pada
eyat (1) buruf b berfunegs untuk menyataken bates yang tidelk dapat
dilampaui kendaraan sswalty memberi kesempatan kepada kendarasn
yvang mendapat hak utama pada persimpangan.

Pasal 93
Marka serong scbagrmana dimaksud dalam Pasal 90 huruf ¢ berupa:
a. gars utuh yang dibatasi denpan rangka garis utuh; dan
b. paris utuh yang dibatasi dengan rangkn garis putus-putus.

Marka sereong berupa garis utuh yang dibatasi dengan rangka gans utuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huref a diggnakan untuk
menvatalkan:

a. dacrah yang tidak boleh dimasuld kendaraan;
b. pembertabuan awal akan melalui pulao }alu lintas atau median jalan;

. pcmberitabuan awal akan ads pemisahan atae percabangan jalan,
dan

. latangan bag kendaraan untuk melintasi.

Marka scrong berupa eans utuh wvang dibatasi dengan rangka garis
putus-puitus sebegaimana dimaksud pada ayat [1] huruf b digunakan
untulk menyvatakan kendarssn tidak boleh memasuld dasrah ersebut
sampal mendapat kepastian.

Frsal 94
Matka lambang sebagaimana dimsksnd dalam Pasal 90 huraf d berupa:
a. panah;
b. gambar;
¢, sepitipa; dan
d. tulisamn.

Marka lanbang berupa panah sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf
g digunakan wuntuk memberi petunjuk pemisahan arus lalu lintas
sebelum mendelkatl persimpangan.

Marka lambang berupa gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b digunekan untuk memben petunjuk mizalnya untuk lajur sepeda,
sepeda motor, atan mobil bus.

Marka lambang berupa segitiga sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf ¢ digunakan untuk memberikan hak utama kepada arus lalu lintas
dari arah jalan utama.

Marka lambang berupa tullzan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d beruapa huruf danfatau angka vang digunakan untuk memberi
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petuniuk arti tulisan pada marka lammbang tersebut.

Pasal 95

Marka kotak kuming =ebapaimana dimalksud dalam Pasal 90 huruf e
merupakan merks jalan berbentuk segi empat dengan 2 {dua) garis diagonal
berpotongan dan berwarma kuning yang berfungsi untuk melarang kendaraan
berhent disuatu area.

Fazal 90
Marka lainnya sebagaimana dimak=ud dalam Pasgal 90 hurul 1 terdini atas:
a_ marka tempat penyeberangan;
rnarka larangan parkir atau berhenti di jalan:
marka lajur sepeda, marka lajur khusos bus, marka lajue sepeda motor;
marka jalan keluar masuk lokasi pardwisata;

marka jalan keluzar masuk pada lokasi gadung dan puaat kegiatan yang
digunakan untuk jalur evakuasi; dan

[ marka kewaspadaan dengan efek kejut.

-

Fasal 97

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan wama Marka Jalan Berupa Tanda
diatur sezuai ketentuan Pereturan Perundang-undangan.

Bagian Ketipa
APILL

FPagal 28

APILL berfungsi untuk mengatur lalu lintes orang dan/atan kKendarasm i
persimpangan atau pada ruas jalan.

Pasal 949
AFILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 tendin atas ;
2. lampu HEs warna;
k. lampu dua wama; dan

2, lempu satu warma.

Paaal 104

1) APILL dengan lampu tipa wama sebagaimana dimakand dalarn Pasal 90
hurul a dipergunakan untick mengatutr kendaraan.

t<) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat [1) terdiri dan lampu
berwarha merah, kuning dan hijan.

(3} Lampu berwarna merah sebagaimann dimalesud pada ayat [2) untuk
menyatakan kendaraan hamis berhenti dan Udak DLoleh melewati matka
melintsng yang berfungsi sebagai garis hent.

{4} Lampu berwarna kuning sebagaimana dimalaud peda ayat (2] untuk
memberikan peringatan bagi pengemucdi:

a. lampu berwarng kuning yang menyala sesydah lampu berwama hijau
padam, metyalakan lampu berwarmna mergh akat scgera menyala,

A



kendaraan bersiap untuk berhenti; dan

b. lampu berwame kuning yang menyala bersama dengan  lampo
berwarna merah, menyatakan lampil berwarna hijen akan segeta
menyala, kendaraan bersiap untuk hergerak.

(3] Lampu berwarna hijau =ehagaimeang dimaksud pada ayat [2) menyatakan
kendarean berjalan.

Fagal 101

(1] AFILL dengan lampu dua warnma sehbagaimanza dimaksud dalam Pasal 99
Hutuf b dipergunatmn untuk mengatur kendaraan dan/atau pojalan kaki.

(2] Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayal (1] eedin dard lampu
berwarna merzh dan hijau.

(3] Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2] untuk
menvetakan kendaraan harus berhenti dan tidak beleh melewat marka
melintang yang berfungsi sehagai gars henti.

(4 Larpu berwarna hijau sebapgaimana dimaksud pads ayat (2) menyatakan
kendaraan berjalan.

Pagal 102

{17 AFILL dengan lampu satu wama sebagaimans dimaksud dalam Pasal 9%
huruf ¢ dipergunakan untuk memberkan peringatan bahaya kepada
pengEuna jalan.

(2) Lampu saty warma =ebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwama kuning
kelap kelip atau merah.

(2] Lampu berwarna kuning kelap kelip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
unituk menyaitakan pengsuna jalan herhati-hati.

(4} lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada avat [2) untuk
menyatakan perpsuns jg2isn berhenti.

Fasal 103

Penempatan dan pemasangan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pesal 98
hetus mmemnperhatikan:

&, desain goometrik jalan;

kondisi tata guna lahan;

Jaringan LLAJ;

#iluas arus lalu inias;

kelengkapan bagan kontruksi jalan;

kondisi strukour tanah; dan

kontruksi yang tidak berkaitan dengan pengguna jalan,

® oo

Fasal 104

Ketetituan mengenao Spesifikosi Tekniz APILL diatur sesuai ketentuan
Peraturan Perundatng-undangan.

L.
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Bagian Keempat
Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka dan APILL
Yang Heraifat Petintah danfatau Larangan

Pasal 103

(1) Larangan kendaraan bermotor angkutan penumpang umym  dan
angkutan barang masuk ke Pusat Kota Sumbawa asehagaimana dimaksud
dalam Fasal 10 dilaksanakan dengan penempatan danfatan pemasangan
rambu-rambu lalu lintes yang bersifat perintah danfatau larangan,

{2) Penempatan dan/atau pemasangan rambu-rambu  lalu  lintas vang
bermifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimakeud pada avet (1)
merupakan pelakganaat kegiatan manajemen dan rekayvasa Jalu lintas,

Pasal 10&

(1} Tanggal pemasangan rambu iglu lintas, marka jalan den APILL harus
diumumkan kepada pemakai jalan oleh dinas.

(2} Pemnberian informasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan nleh
dinza melahn media celak, atau media elektronik atau media masa lain.

Fasal 107

Setiap orang, badan hulum dilarang mencempelkan, memasang sesuatu yang
menyeérupal menambah  atag menpursnmgl arti, merusak, memindahkan
rambu lalu lintas, marka jalan ¢an APILL.

BAR Vil
PEMBTNAAN ANGKUTAN

Bapian Kesatu
Anglkulan Orang dan Barang
Pagal] 108

(1} Angkutan corang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan
bermotor dan kendaraan tidak bermaotor.

(2} Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda
moter, moti penumpang atau bus,

[3] Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib mengeunkan molil
barang.

Bagian Kedua
Kewajiban Menyediakan Anghutan Umum
Pasal 100

{1l Angkutan umum disslenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan
angkuian yung selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

(2} Angkuten umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan
kendarasn bermoter Umum.

Pagal 110

Fenyelengrara jalan wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa
angkutan orang dan fatau barang dalatn wilayvah kota
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Bagian Ketipa
Angkutan Crang Dengen Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1
L'mum
Pagal 111
Felavanan anpkutan orang denpan Kendaraan Bermmotor Umum terdiri atas:
a. angkutan orang denpgan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan
b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.

Daragraf 2
Kebutuhan Jumlah Kendaraan Anglkutan thnum
Fazal 112

Fenentuan kebutuban jumlah kendarvaazn angkutan wmum dilaksanaken
berdasarkan hasil aurvet lapengan, dengan pertimbangan:

a. jumlah penduduk;

b. potensi permintaan penumpang;

c. potensi ckonomi wtlayah;

d. rencana tats ruang wilayah dan potensi kawasan; dan
e. keterpaduan intra dan antarmroda.

Paragraf 3
Angkutsn Orang Dengan kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
Pasal 113

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umom dalam
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 hurl a terdivi atas:

a. angkutan Kota;

b. angkutan Antar Kabupaten Dalam Provinsi (AKDF;

c. angkutsn Antar Kabupaten Antar Frovinai;
anghutan Anter Jemput Antar Provinsi (AJAM; dan
angkutan Antar Jemput Dalam Provinsd (AJDE.

Pasal 114

Kritetia pelayanan angkutan corang dengan Kendaraan Bermotor Umum
dalam trayel sebagaarnana dimalsud dalam Paaal 111 huruf & hars:

a. memiliki rate t2tap dan teratur; dan
b, menaikksn dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentuksan.

Fasal 115

Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermoetor Umum  disusun

berdasarkan:

A. ftata riang wilayvah;

b. ringlkat permintgan jasa angkutan;

¢.  kemampuan penyedizan jasa anghutan;
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d.  katerssdiaan jarngan LLAJL;

e, kescsusian dengan kelas jalan,

f. keterpadusan intrameda angkiitan; dan
g keterpaduan antarmoda angkutan.

Paczal 116

fl) Janngan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umnum sebagaimana
dirnakeud dalam "asal 115 disusun dalam bentuk roncana umum

Jaringsan travel,

(2] Penyusungn renvana umum jaringan (rayek sebagaimang dimsksud pada
ayat [1}) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi teclait,

(3} Eencana umum jarngan trayek sebagiimans dimaksud pada avat (1)
adalah jaringan trayek perkotaan.

(4} Rencana umum jeringan trayek sebagnimana dimalsud pada ayat (1)
dikaji ulang secara berkela paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Angkutan Orang Dengan kendaraan Bermotor UImum Tidak Dalam Trayek
Fagal 117

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraun Bermotor Umum ddek dalam
trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf I terdio atas;

8. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
b. angkutan orang dengan tujuan lerlentu;

o

angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dan
angkutan orang di kawasan tertenty.

R

Pasal 11#

(1] Anplutan orang dengan menggunakan talsi sehapaimana dimaksud
dalam Pasal 117 huruf a haros digunakan untuk pelayanan anpkuren
dari pintu ke pintu dengan wilayah operesi dalam kawasan perkotaan.

(2] Wilayeh operasi dalam kawasan perkoiaan sebagaimana dimaksud pade
ayat [2] dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetaphkan oleh Bupab
untuk taksi yang wilayah cperasinye berada dalam wilavah Kota.

Pasal 1149

11} Angkutan orang dengan tujusan tertenty sebagaimana ditaksud dalam
Pasal 117 huruf b dilarang mengikkan dan/atau  menurunkan
Penumpang di sepanjang penalanan uniuk kepevluan lain di luar
pelayanan angkutan orang dalarm (rayek.

{2) Angkutan orang dengan tujuan terenta  diselengearakan dengan
menggunakan mobil penumpang amum atay mobil bus wmum.

Pasal 120

(1} Angkutan eorang untuk keperluan pariwisala sebagaimana dimakesud
dalam Pasal 117 huruf ¢ harus digunelsn untuk pelayanan anpkutan
wisatsa,

(2) Penyelengearaan  angkutan orang  untuk keperlian parwizate
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1] harus menggunakan  mobil
penumpang umurm dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

{(3) Angkutan orang untuk keperluan  panwisata  tidak diperbolehkan
menggunakan HKendaraan Bermoror Lhoum dalam  trayek, kecuali di
daerah yang belum fersedia angkutan khusus untuk pariwizata.

Pasal 121

(1] Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
huruf d harus dileksanakan melalui pelayanasn angkutan di jalan lokal
dan jalan lingkungan_

(2} Angkutan orang di kawasan tertenty scbagaimana dimaksud pada ayat
haruz menggnnakan mahil peoumpang umum.

Pasal 122

Evaluasi wilevah operasi dan kebuiuhap angkutsn orang tidak dalam trayek
dilakukan sekurang-kurangnya 1 (salnj kali dalam 1 (satu) tahun dan
diumumkan kepada masvarakal.

Paragraf 5
Standar Pelavanan Anghutan Crang
Pagal 123

(1} Perusahaan Angkutzn Umum wajib memenuhi standar pelaysnsn
minmimal yang melipyts:

4. keammnan:

. keselanmatan:

c. kenyamanan,

d. ketegangkauan;
e, kepetaraan; dan

. keteraturan.

2] Srwandar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayvac (1}
ditetapkan berdasarkan jenis pelavanan rvang diberikan,

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sehagaimana
dimaksud pada ayat {1} diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Angkutan Barang Dengan Xendaraan Bermalor Umum
Pasel 124

Hengangkutan barang umum dengan kendaraan Bermotor Umum harus
memenihi perayeratan sebagai herilnt:

a. prasarana.alan vang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan,

b. tersedia pusat distribusi logistik dan/fatan tempat untuk momuat dan
membongkar barang;, dan

¢, menpgunakan mobilbarang.

A
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Bagian Kelima
Perizingan Angkutan

Paragral 1
Penvelenggara Angkutan

Pazal 125

Kegiatan penyelenggaraan angkutan orang danfatay  angkutan bavang
dengen kendaraan umum dapat dilakmbkan oleh:

&.
b.

C.

1]

f2)

[1}

{2]

[3}

Y+~

badan usaha milik daerah (BUMII}
badan usaha milik awasta nasional:
koperasi;, dan

percrangan Warea Negars [ndonesia,

Faragral &
lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang
Pasal 126
Perusahaan Angkutan Umum yang menyvelenggarakan angkutan orang
wajib memiliki:
a. ilzin penyelenggaraan angluian omang dalam tmayek; dan
b. 1zin penyelengparaan anglutan orang tidak dalam trayek.

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tiduak
berlaku untulk:

a. pengangkutan orang salit dengan menggunakan ambulans; atan
b. pengangkutan jenazah.

Paragral 3
[zin I"'enyelenggaraan Anghkutan Orang Dalam Trayek
Fasal 127

Imn  penyelengearaan angkutan orgng  dalam  usayek  sebagaimana
dimalwsud dalem Pasal 126 syat (1) huruf a diberikan oleh Bupat untuk
penyelenpuaraan angkutan orang yang melavani trayek Kabupaten dalam
wilayah kota.

lzin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dapat berupa:
a. in bagl perrmohonan bars;
h. pembaharuan masa berlaku izin:
o petubaban izin, terdin dan:
!l penambahan trayek atau penambahan kendaraan;

2 perubahan frayek dalam bhal efgadi perabalan rute, perpanjangan
dan perpendekan e

31 penggantdan dekumen perizinan yang hilang atau rusalk;
4} pengalihen kepemilikan penguaahaan:

3 penpgantlan kendaraan meliputi, peremajaan kendaraan,
perubahan indentitas kendarnan dan tukar lokasi operasi
kendaraan,

Pemberian izin penyelenggaraan anghutan crang dalam travek didasarkan
43




pada kebutuhan dan kualitas pelayanan,.

[4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan
izn penyelenggaraan angkuatan orang dalam  travek diatur dengan
Peraturan Bupati.

I’asal 128

(1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan
orang dalamm trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat {1}
dapat diberikan irin insidentil untuk mengpunakan armada reguler dan

cadangan menyimpang ke luar dan izin penyelenggaraan angkutan orang
dalam trayek yang dimibiki.

(3] [zin insidentil diberikan aleh Kepala Dinas.

(3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang
dan berlaku paling lama 14 (empat belas] bari serta tdak dapat
diperpanjang.

Pasal 129
Pemegang izin penyelenggaraan angkutan grang dalam trayek waiib:
a. melaksanakan ketentuan yang ditetaplaan dalam 1zin yang diberikan;

b, mengoperssikan Kendarsan Bermotor Umum sesuai dengan smndar
pelayanan minimal ssbagrimane dimakaud dalam Pasal 123 ayat (1],

c. mempekerjakan pengemud: yang memenuhi peravaratan sesupd dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. meremajakan kendaraan apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi
persyeratan tekmis dan laik jalan danfatan  telah melebihi ymuare
kendaraan 20 {dua puluh] rahun.

Faragraf 4
[zin Penyelengparaan Anghkutan Orang Tidak Dalam Trayek,
Pagal 130

izin penvelenggaraan angkutan orang tidek dalam irarek  sebagaimens
dimaksud dalam Pasal 126 ayat {1j horuf b, diberikan oleh Bupali uniluk
taks dan angkutan kawssan tertentu yang wilavah operasinya berada dalam
wilavah Kota,

Paragraf 5
Izin Penyelenggaraan Angkuian Barang Umum
Fazsal 131

(1} Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan anglaitan barang
umun wayilbk memilild lzin penyelenggaraan angkuten barang umum,

{2] lzin penyelenggaraan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud
pada ayat |1] diberikan oleh Bupati.

{3 Ketentuan lebih lanjut menpgenai tata cara dan persyaratan pemberian
zin sebagaimana dimaksud pada ayat {I) diatur dengan Peraturan Bupati.

W4
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Paragraf f
Pencabutan Lzin
Pasal 132
(1) 1=t penyelenggaraan anghkutan umnumn dicabut apahbila:

a. perusahpan angkutan melangpar kereniuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. Perusahaan angkutan tSdak melakukan kegiatan penyelenpgaraan
angiotan, .

(2] ketentuan lebih lamjut mengenai prosedur pencebutan izin sebagaimana
dimalesud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupali.

Poragraf ¥
Eekomendasi Penvelenggaraan Angkuitan Umum
ffazal 133

{1} Pamerintah Daerah memberikan rekomendasi terhadap penerbitan izin,
roeliputi:

a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek antar Kabupsacen
dalam Prosanasi;

b, izin penyelenpgaraan angkutan oratg dalam trayek yvang melampaui
hatas wilayeh Kota;

¢. Izin penyelenggaraan angkutan crang tdak dalam Irayek yang wilayvah
operasinys mclampaui wilayah Kota; dan

d. in penyvelengegaraan angkutan barang khusus dan alat berat,

(2] Ketenitwan lebih lanjut mengenai persyaraten duan tata cara untok
mendapatkan rekomendasi sebagasimeana dimeksud pada ayat (1), diztur
Peraturan Bupat.

Bagian Keenam
Taril AnghkUtan
Paszal 134
(1} Tanf angkutan terdiri atas tarif penumpang dan taril barang.
(2} Tani pcnumpang sebagaimena dimaksugd pada ayat [1) terdird atas:
#, tarl penumpang ontuk anglogtan crane dalam trayek: dan
b, tard penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayvek.

Fa=al 135
(1} Tanf penumpang untuk angkutan grang dalam travek terdin atas:
a. tanf kelas ekonom:; dan
b. tanf kelas non ekonomi.

{2] Penetapan taril kelas ekonemi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref
a dilakukan oleh Bupati wntuk angkutan orang yvang melayani trayek
angkutan perkolaan.

{3) Tarif penumpang angkutan orang dalam ltayek kelas nonekonomi
sebagramana dimaksud pada ayat (1] huref b ditetapkan oleh Perusahaan

\{'6/ Angkutan Umum,
{L a0



(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tanf penumpang sebagaimana dimalksud
radsa ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupat.

Pazal 136

{1) Tarf penumpang untuk anekutan orang rdak dalam trayek denpgam
menggunakan taksi sebagaimana dimakeud dalam Pazal 117 huruf a
ditetapkan aleh Perusahaan Angkutan Pmum sesuai dengan ketentuan
peraturan perdndang-undangan.

(2] Tarf penumpang untuk antghutan orang Hdak dalam trayek dengan
tujuan tertenty, pariwisata, dan 4i kawasan tertentu schagaimana
dimaksud dalam Pagal 117 buruf b, huruafl ¢, dan huraf d ditetapkan

berdagarizan  kesepakatan sntara Pengsuna Jasa den Porusahasn
Anglkutan Umutn,

Pasal 137

Tanf anglutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1)
ditetapkan herdasarlan kesepakatan antara Pengguna Jaga dan Perusahaan
Anpglutan Urnur.

Bagian Ketujuh
Fool dan Agen
Pasal 138

{1] Pengusaha aogkutan wajib mempunyai peol (fosilitas penvimpanan)
kendarsan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraen yang dimiliki.

(2] Pool =ebagaimana dimakaud pada ayat (1], berfunpsi sebagai:
a. tempat istirahat kendaraan; dan
b, tempat petmelihamman dan perbaikan kendarasn.

t3) Betiap pool haras memenuhi persyaratan sebagai berilmt:

a. memiliki kapasitas parkir yang memadai sekurang-kurangnya 5 (lima)
bus;

b. jarak pool ke terminal tevdekat cukupjauh;

tidak menimbulikan kemacetan lalu bintas disekitar lokasi pool dengan

menvedialoan:

1} jalan masuk-keluar {akzes| pool, sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh] meter;

2| jalan masul-keluar [akses) pool dengzn  lebar sekurang-
kurangnya 5 meter, schingga manuver kendaraan dapat dilakukan
dengan mudah,

3| fasilitas celikan masuk-keluar kendaraan, scehinggn kendaraan
yvang akan masuk-keluar peol mempunyai ruang dan walty yang
cakup untuk melakukan perlambatan f percepatan;, dan

4] lampu kelap-kelip (fasting light} warma kuning pade lokasi
sebelum  masuk den  sctelah  keluar pool, apabila  voalume

kendaraan masuk-kebuar poat cukup padat.
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Paaal 139

(1) Pool dapat digunakan sebagei wmpal untuk menaikkan dan/fatau
menurunkan penumpang.

{2] ool yeng digunakan schbagaimana dimaksad pada ayat (1), sekurang-
kurangnya haris dilangkap dengan lasilitas:

a. gedung/ruane kantot;
b, ruang tungpu permumpang dan fatau pengantar/penjempuat,

c. tempai untuk ruang parkir kendaraan penjempui/pengantar selama
menungEu keberanphatan fkedatanpan,

d. tempat ibadah;
e, lkamer kecily tollet.

(2} Dalam pengoperasian pool sebagaimena dimzlesud pada ayal {1}, harus
memenubl perayaratan:

a. tdak ada punputan atas pengeunaan pool terhadap penuampang:
b, tidak menggangey jadwal pegalanan hus dar terminal, dan

¢. pool harus terdaftar di instansi pember izin dan  dilengkapi
rekomendas: dari Dinas.

[4) Keateninan lebih Tanjul mengeaai pool diatar deagan Peraturan Bupati.

HBagian Kedelapan
Agcn Penjualan / Pemeranan Karcis
Pagal 140
(1) Agen Betfungsi sebagai tetnpat pemesanan dan/atay perjualan karas.
(2} Agen sehagaimana dimakyud pada ayat (1], merupskan begen dan
menjacdl tangpungiawab peruagtdan angkutarn,

(3) Lokam agen dapat di torminal, pool, atau d tempat lan  vang
memungkankan.

(4 Agen harusn mecubkl win Jan barus melaporkan kepiatan usahanya
kepada Pemerintah Dacrah  sebapal bahan penpawasan  terhadap
penyelengparaat penlalan fpemesanan karcis.

Bapan Kesembilan
Pengendalian Opcrasional

Paragmaf 1
Pengawassn dan Pengendalian

Pazal 141

Uniulk menungang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkotan jalan,
serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban eperasional lalu lintas

dan anghulan ¢ jalan, Dinas melakuksan pengawasan dan pengendalian
operasional.

Pasal 142

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141
meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaann dan pengaturan
arus LLAJ sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

i2] Pelaksanaan pemantauan, pemberan arahan, penjagaan dan penpatursn
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arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.

|3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Dinaa berkoordinasi
dengan Kepolisian seiempal,

Parapgrafl 2
Patroli dan Pengawalan

Pasal 143

Untuk kelancaran ams lalu lintas di jalan, Dittas dapat melaksamakan patroli
dan pengawalan,

Pasnl 1444

(1) Fatroli lalu lintas sebagaimena dimaksud dalam Pasal 143 merupakan
kegiatan untuyk mengawasi arus lalu lintas pada rias jalan.

(4} Fengawalan sebagairnana dimaksnd dalam Pasal 142 merupakan kegiatan
untuk memberikan prioritas pengguna jalan tertentu untuk membenkan
kelancaran perjalanati.

(3} Pengguna jalan tertenti ssbagaimang pada avat (2] adalabh untuk pgjabat
ti lingkungan Pemerintah Daergh, iring-iningan dan konovoi kendaraan
lainnya se=zuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4} Pelak=anaan patroli dan pengawalan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat
{2) merupakan tugas perbantila.

(5} elaksanaan pairoli dan pengawalan berkoordinasi dengan Kepolisian,

Bagian Kesepuluh
Femetriksann Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindalkan

Laty Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1
Tujuan Pemeriksaan dan Penindalan
Fazal 145

Pemerikeaan Kendarsan Bermator di Jalan dan Penindakan Pelanggaran
LLAJ bertujuan untuk:

a. terpenuhinya persyaralan tekeis dan laik jalan kendaraan bermotor;

b terpenuhinya kelenpglkapan dekumen perizinan dan  kelenpkapan
kendaraan bermotor angkutan wmym;

¢. mendorong terciptanya kepatuhan  dan budaya  keamansn  dan
keselematan berlalu lintas.

Paragral 2
Ruang Lingkup Pemeriksaan

Pasal 146

(1) Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelangparan LLAJ
sehapsimana dimaksud dalam Pasai 145, mehputl pemantauan, dan
penindakan terhadap pelanggatran LLAJ, eesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2} Pemcriksaan dan penindalan dilakukan oleh Penyidik Fegawai Neger
Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan inytansi laannya,

i
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{3] Tempat pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adelah pada ruas jalan,
terminal, dan /atau tempat lainnya yang diperiulan.

Pasal 147

Penindakan terhadap pelanggaran sehagaimanea dimeaksud daiam Pasai 145
melipuati :

a prlangearsan terhadap ketepivan ladu lintes yang dinyalaken dengan
rambu-rambu lalu lintas dan marks jalan serta alal pengendalian Talu
lintas lainnya;

h, pelanggatan techadap persyaratan telnis dan laik jalan;
pelanpggaran terhadap ambang hatas emisi gas buang kendarasan bermotor,

d. pelanggaran terhadap anglmutan penumpang umum yang tdak masuk
tetmingl:

e. pelanggaran terhadap ketomituan: perizinan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalat;

. pelanggaran lerhadap kelebihan muatanfdimensi angkutan bamang;
g. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

th

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 148

(1} Penyidikan terhadap pelanggaren atas Peraturan Daerah ind dilakukan
oleh PPN3,
(2] PPN3 sebegaimana ditnaksud pada ayvat (1) berwenang:

A, menerma, mencar?, mengumpulkan, dan menelid keterangan atau
laporan  Iwrkenaan dengan tindsk pidana agar keterangan atan
laporan téersebut menjad: lebih lenpgkap dan jelas;

b menelitt, mencari, dan mengumpulkan keterangsn mengenai otang
pribadi atauw Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sahubungan dengan tindak pidana,

¢, meminta keterangan den bahan bukt dard crang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pldana;

. memerikaa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidans;

¢. melakukan penggeledehan untuk  mendepatkan bahan buktd
pemhuluan, peacatatan, den dokumen lmin, serta  melakukan
petyitann tethadap hahan bukti tersebut;

1. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangks pelak=aan tugas penyidik
tindak pidana;

g menyurdh berhentt danfatau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitns orang, benda, dan/atau dokumen yang dibaws;

R, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana,

1. menrangml orng untuk didengar keterangannya dan  diperiksa
gebagal tersangha atau =aksi;

j- menghentikan penyidilean; dan fatan
k. melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan
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{3)

tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PP’NS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membertahukan dimulanya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalai Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuad
dengan ketentuen yeng diafur dalam Undeng-lUndang Hukum Acara

Pidana.

BAH IX
SANKEI ADMINISTRASI

Fagal 149

Setiap pengemudl vang melangear ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal @ dan Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi herapa:

a. peringatan tertulis,
b. penghentan sementara kegiatan; dan

c. denda adrmistratif.

Pasal 150

Setiap perusahasn angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan
umum vang ddak memilki izin sebapsimana dimkasud dalam Pasal 136 ayat
(1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

a.
b.

C.

peringetan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;
denda admistrarif;

d. penutupan usahsa/segel

Pasal 151

Setiap orang atad badan yang mendirikan pool kendaraan vang tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimakaud dalam Pasal 138 dikenakan
sanksi administrasi berupa -

H.
b,

peringatan tertulis.
penutupan usaha fsegel

BAB X
KEETENTUAN PIDANA

(1} Setiap oratg penyelenggara!pengelola parkic di tepi jalan wmum yang

{2]

(3]

YP A

melanggar ketentuan =chapaimana dimaksud dalam Pasal 28 avat (1) dan
avat (2] diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 {tiga} bulan ala
dends paling banysk Rp. 250.000,-{dua rarus lima puluh rupiah).

Setiap orang yang mengermnodikan kendargan bermotar beroda empat atau
lebib di jalan yvang tdak memenuhi persyaratan teknis dan Jaik jalan
strta metnénivuhl ambang batas emisi gas buang sebapaimanp dimaksgd
dalam Pasal 6! ayat {1} diancam dengan pidana kurungan paling lama |
[satu] bulan atau dends paling banyak Rp. #50.000-{dua ralus limg
by rlag rupiahl.

Setiap orattg yang merussk ambun laln lintas, marka jalan, dan alac
pemberi igvarat lalu Lintaz =ehingga tidak herfangei sshapaimana
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dimabaud dalam Pasal 82, Pagal 84, Pasal §7, dan/atau Pasal 95 diancam
dengan pidana kurungan pallng lama 3 [Hga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh nbu rumah).

(4) Tindak pidana sebapaimana dirmaksud pada syat (1], ayat {2}, ayat (3] dan
ayat (4 adalah pelanggaran.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 152

Pada seat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelengparnan Parkir [Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 648) dicabul dan dinyatakan lidak
berlaku.

Pasal 153
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan.

Agar setizp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daersh im dengan penempatannya delam Lembaran Dgerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal * Iyu1i 2022

j{ BUPATI SUNBAWA,

v MAHMUD ABDULLAH

Diundangksn di Sumbawa Besar i
pada tanggal 4 Juli 2022

SEEKRETARIS DAF KABUPATEN SUMBAWA,
HA BASHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 12
NORKEG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
FROVINE! NUSA TENGOARA BARAT NOMOR 32 TATNIUN 2022



PENJELASAN
ATAS

PERATUEREAN DAERAH KARUPATEN SUMBAWA
NOMOR 12 ‘TAHUN 2022

TEMTANCG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

. UMUM

HBerdazarkan Undang-Undang Nomer 22 Tabun 20089 tentang Lalu
Lintes dan Angkutan Jalan serta peraturan-peraturan pelaksanasan lainnya,
maka peranan Pemerintah aerah unfuk menetapkan pengaturan dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harms dilaksanakan sebagad upava
Pemerntah Dacrah untuk menerbbkan dan penataan Lalu Lindas dalam
wilayah Kabupaten Sumbawa.

Pengaturan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dalam wilayah Kabopaten Sumbawa belum diatur dengan Peraturan
Daerah atau kepuinsan lainnva. Meh kareng it untuk memberiken
landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka poningkatan tertb lalu
lintas dan tata ruang dalam Kabupaten Sumbawa serla kepastian hukum
yang dapat mcnunjang kelancaran pembangunan periiama penegakan
hukum atas pengamanan laln lintag dan  amgkulan  jalan serta
pelanggaran-pelanggaran Feraturan Peprundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pazal 4

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Paz=al &

Cukup jelas.
[’2=al 7

Cukup jelas.
Pasal §

Cukup jelas.
Pasal O

Cukup jelas.
Pasal 1G

Cukup jelas.
Pazal 11

Culup jelas.
Pamal 12

Cukup jelas.
Fagai 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas,
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Pasal 1%

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pazal 17

Cukup jelas.
Pas=al 18

Cukup jelas.
Yasal 19

Cukup jelas.
Pazat 20

Cukup jelaa.
Paaal 21

Cukup jelasa.
Paszal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelasg.
Pasal 26

Cukup ieias.
Pasal 27

Cukup feias.
Pasal 28

Cukup jelaa.
Pazal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cultap jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Fagal 38

Cukup jelas.
Fapal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pagal 42

Cukup jelas.
Paxal 43

X ﬁ, /{ Cukup felas.
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Pragal 44
Cukup jelas.
Fansl 43

Culup jefas.

Paeal 46

Culkup jelas.
Pagal 47

Cukup jelas.
Pagal 43

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasnl 50

Cukup jelas,
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 33

Culkup jelasz.
Pasal o4

Culoup jelas.
Pasaal 55

Culoup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Fasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Fasal 59

“uloup jelas.

Pagal 60

Suloup jelas.

Fasal 6l

Culkup jclas,
Paanl 62

Cukup jelas,
Pasal 63

Cukup jeias.

Pasal 64

Cukup jeles.
Pasal 65

Cukup jelns,
Paszal 66

Culup jelas,
Pasal 67

Cukup jelas,
Fasal 68

Culkup jelak.
Pasal 60

Cukup jeias.
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Paapl 72

Cukup jelas.



Pasal ¥
Cukup jelas.
Fasul 74

Lukup jelas.

Fasel 75

Cukup jelss.
Pazal 76

Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas,
Pasal 78

{Culknup jelas.
"asnl 79

Cukup jelas.
["azal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

{ukup jelas.
Masal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukue jelas.
Pasal B85

Culup jelas.
Fagzal 86

Cukup jelas.
Pasal 2Y

Cukup jelas.
Prusal 38

Culkup jelas.
Pasal 89

Culup jelas,
FPazal 90

Clukup jelas.
Pasal 9]

Cukup jelas.
Pasal @2

Cukup ielas.
Pasal O3

Cukup jelas.
Pra=al 94

Cuicup jelas.
Pazal 95

Cukup jelas.
Pasal G

Culkup jeclas.
Pasal GF

Cukup jelas.
Fasa] 98

Cukup jelas.

Pazal 90

Cukup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.
Pasai 101

Cukup jelas.
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Paeral 102

Culkup jelas.
Paszal 103

Cukup jelas.
Pasal 104

Cukup jelas.
Pazal 105

Cukup jelas,
Pazal 106

Cukup jelas,
Paszal 107

Culkup jelas,
Fasal 103

Cukup elas,
Pasal 109

Cukup jelas.
Pazal 110

Cukup jelas.
Pazal 111

Cukup jelas.
Pasal 112

Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 114

Cukup jelas.
Fasal 115

Cukup jelas.
Pasal 116

Cukup jelas.
Pasal 117

Cukup jelas.
Fas=al 118

Cukup jelas.
Pa=al 119

Cukup jelas.
Pasal 120

Cubup jelas.
Fa==l 121

Cukup jelas.
Fasal 122

Cukup jelas,
Fazal 123

Cukup jelaa.
Pazal 124

Culp jelas.
Pasal 125

Cukup jelas.
Faszal 126

Cukup jelas,
Pasnl 127

Culup jelas.
Pasal 128

Cukup jelas,
Pasal 120

Cukup jelas,
Pasal 130

\ G , Cukup jelas.
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Pasal 1351

Cukup jelas.
Pasat 132

Cukup jelas.
Pasul 133

Cuakup jelas.
Pasal 134

Culup jelas.
Pasal 135

Cukup jelas,

Pagal 136

Cukup jelas,
Pasal 137

Cukup jetas,
Pasal 138

Cukup jelas,
Pasal 139

Culup jelas.

Pasgal 140

Culup jelas,

Pasal 141

Culuap jelas.

Fasal 142
Culup jeitas,
Pasal 143

Cukup jelas.

Fa=zal 144

Cuknap jelas,
Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146
Cuicap jelas,
Pasal 147

Cukup jelas,

Pasal 148

Culoap jelas,
Pasgal 149

Cukup jelas,
Pasal 150

Cukup jelas.

Fasal 151

Cukp jelas,
Pasal 152

Cukup jelas,
Pasal 153

Cukup jelas,
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